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Pt-\l)r\llt LtiAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai lslam dan politik selain menarik perhatian, karena

kenyataaan adanya hubungan yang sangat erat anlara keduanya dalam pe{alanan

historis Islam. Semenjak Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke yatsrib yang

kemudian namanya diruhah menjadi Al-Madinah, agenda poritik kerasulan terah

ditetapkan. Semenjak itulah selain beliau bertindak sebagai utusan Allah, juga

sebagai kepala negara, komandan tentara, danjuga peminpin kemasyarakatan, i

Pada periode selanjutnya, para khalifah sebagai penguasa pemerintahan

Islam kemudian berrindak mengikuri konsekwensi rogis prinsipprinsip yang terah

didirikan dan diletakkan oleh Nabi. Di tangan khalifah kedua, Islam tampil

dengan keberhasilan politik yang luar biasa, setelah khalifah pertama yakni Abu

Bakar As-Shiddiq berhasil melakukan konsoridasi kesatuan politik dengan ibu

kota Al-Madinah yang meriputi seruruh Jazirah Arab. Khalifah kedua yakni Umar

bin Khafthab melakukan ekspedisi militer politik dan peradaban ke daerah-daerah

sekitar Jazirah, Syiria, Mesir, dan persia dibebaskan dan dibawa ke dalam

lingkungan Jazirah. Dengan gerakan pembebasan oleh Islam tersebut, bukan

semata-mata penaklukan, namun gerakan pembebasan itu juga merupakan

,, , ,r Nurcholish Madjid, l:lunr Aganm Kennnusiaan; Manbangun T.mrjisi dan Visillant Islan lndonesn, ( Jakarta: pararnadina 1995 ). lg7.
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)

landasan baru bagi Islarn untuk memperoleh pertumbuhan dan pengembangan

peradaban yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang universal.

Dalarn sebuah bukunya yang be{udul Islam agama kerranusiaan.

Nurcholish Madjid rnengatakan :

" Sesungguhnya Islam itu universal, pertama_tama karena Islam sebagai

sikap pasrah dan tunduk pada Allah, sang pencipta, adalah pola wujud (mode of

existence) seluruh alam semesta. Dalam bahasa yang tegas, seluruh jagat raya

adalah suatu rvujud atau eksistensi ket.ndukan dan kepasrahan (lslam) kepada

Tuhan, baik yang tedadi secara sendirinya mampu karena pilihan sadar secara

sukarela. Yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pirihan lain, ialah kerundukan

dan kepasrahan alam dan kebendaan dan alam atau wuj ud lain yang tidak

memiliki daya pilih; sedangkan yang terjadi karena pilihan sukarela adalah

ketundukan dan kepasrahan kalangan makhluk yang dianugerahi daya pilih, antara

lain adalah umat manusia".2

oleh karenanya, karalcteristik agama Islam adalah keberhasilannya yang

luar biasa sebagai gerakan pembebasan manusia dan penciptaan pola peradaban

yang adil, terbuka dan demokratis.3

Berkait dengan hal di atas, seringkali dikemukakan keunikan Islam di

antara yang Iain, yang berada dalam pandangan dalam hal politik yang menurut

ukuran kemanusiaan sangat maju, sebagai yang terurai di atas. Seorang sarjana

2 Nurcholish Madjid, tbi4 Xl.

'Ibi4 t8s.

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



sosiologi agama terkemuka yang pendapalnya sering dikutip dalam beberapa buk-u

Nurcholish, mengatakan bahrva praktek politik yang berlaku di zaman Khulafaur

Al-Rasyidin sangat rnodem.' Hal ini paling tidak disebabkan empat alasan.

Pertarna, kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian

berdasarkan kemampuan. Kedua, karena pemimpin ditetapkan melalui proses

terbuka, dengan cara apapun pemilihan itu dilaksanakan, dalam kenyataan sejarah

sesuai dengan keadaan. Ketiga, semua warga masyarakat yang disebut umat

mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan persamaan

manusia di depan Allah dan hukum-Nva. Keempat, Hak_hak lertentu yang luas

dan adil j uga diakui pada gotongan agama lain.

Nampaknya Islarn merupakan agama yang mengandung nilai-nilai

kemanusiaan dalam kehidupan sosial politik. Nurcholish Madjid sendiri

mengemukakan bahwa Islam sebagai agama kemasyarakatan juga

memperlihatkan sebagai agama kemanusiaan.j cita-cita kemanusiaan itu dapat

dikemukakan dalam ruh Islam, atau dalam kata lain cita-cita kemanusiaan

merupakan salah satu kandungan agama tentang kemanusiaan, yaitu menjunjung

tinggi eksistensi manusia, harkal martabat manusia, pikiran manusia maupun

keyakinan manusia, dan perasaan manusia. Sehingga dengan demikian Islam telah

r Nurcholis Madjid- lslan Doktin dan peradaban. (Sebuah Telaah Kritis
Tentang Masalah-masalah Keimaaan.
Paramadin4 1995), 467 .

t rbi4 s3.

Kemanusiaan dan Kemodeman), (Jakarta
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4

mengajarkan kaidah-kaidah demokrasi.6 Kaidah-kaidah dernokrasi dalam sistem

politik lslarn sendiri rneliputi : Ta,aruf (saling mengenal), Syuraa (musyawarah),

Ta'awu (kerjasarna), Maslaha (menguntungkan rnasyarakat), Adr (keadilan).7 iadi

ciri dari pernerintahan Isram juga berdasarkan pada prinsip musyawarah sebagai

dasar dalarn upaya rnemadukan pemikiran ataupun perumusan seqlra bersama,

sehingga dengan mudah rua.gu ,na.yarakat ataupun rakyat dapat rnengemukakan

pikiran dan pendapatnya.

Musyarvarah diwajibkan dalarn Islarn sebagai komitmen umat Islarn

sebagai prinsip dalam demokrasi. Dararn Ar-eur'an sendiri paring lidak terdapat

aliat yang rncnyangkut pcrnl usyawaratan dalarn nrusyarvarah, yakni surat As-

Syuraa : 38

' " I rrt"7.-, \ ,6"#".je rs$rb' GG eq;- gGi r G:rt u
, c ;4E;,1;a; ;;\Lr t ;{:;,

A 11inva Dan bagi orang yang menerirna (nrernatuhi) seruan Tuhad-Nva dan
rnendirikan. sholal, sedang urusan nrcrcka (diputuskan) dcngan
musyarvarah antara nrereka, dan nrereka nrenafkahkan sebagian jari
rizqi yang Karni berikan kepada rnereka.s

t'sukarna 
Kckuasaan, Kathktotorant tlqn Dantokru.ti, (lJandung : Alurnni, 1997),

78.
7 Kuntorvijoyo, ldcntikzt poljtik l)nnt ).rlant,(Bandung : Mizan, l99Z),96.

. . ^ . ' O:!1* Of , Al-Qur'un ttan 'l erjcntahnS,tt, (Jaliarta : proyek pengadilan Kitab Suci
Al-Qur''an, I 984), 789.
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Dalam praktek sejarah menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad

sendiri, mengh4rgai musyarvarah. Suatu contoh pada kejadian menjelang perang

Uhud (Tahun 3 H), yang antara pihak Nabi di Madinah dan kaum eurais_v di

Makkah, terdapat dua kemungkinan yang dihadapi, yakni bertahan di dalam kota

Madinah atau berperang di luar kota. Nabi kemudian mengadakan musyarvarah

dengan kaum muslimin untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri berpendapat

bahwa lebih baik bertahan di dalam kota. Tetapi rupanya mayoritas kaum

muslirnin menghendaki berperang dengan musuh di luar kota. yang menarik dari

proses ini adarah diadakannya musyawarah menjelang perang Uhud d.ilaksanakan,

dimana suara mayoritas rnengalahkan suara Nabi sebagai pe mimpin. Bahkan Nabi

mengalah pada kehendak mayoritas, meskipun pada realitas pertempuran tersebut

dimenangkan oleh kaum euraisy, namun musyawarah juga yang menentukan. Hal

ini bermakna bahwa suara minoritas betapapun kuat klaimnya atas kebenaran.

harus tunduk dan patuh pada suara mayoritas.

Berkait dengan hal di atas, sesungguhnya diharapkan melalui musyawarah,

setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan ralryat

dapat ditemukan suatu jalan keluar sebaik_baiknya setelah semua pihak

mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oteh

pemegang kekuasaan negara. Hal ini bertujuan agar pemegang kekuasaan negara

dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan yang objektif

dan bijaksana untuk kepentingan umum. Lebih lanjut lagi prinsip musyarvarah
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6

bertujuan melibatkan dan mengajak semua pihak untuk berperan se(a dalam

kehidupan bemegara.e

Nurcholish Madjid, seorang cendekiarvan muslim Indonesia yang

mempunyai keberadaan daram wilayah interektual saal ini, tidak diragukan lagi

sebagai salah satu pemikir Islam Indonesia yang di satu sisi kehadirannya mampu

mendobrak tatanan baru pada pola pemikiran lslarn, dengan menghadirkan

suasana baru ketika berhadapan dengan teks-teks Islam. Di sisi rainnya secara

genial ia mampu memadukan gagasan yang ada dalam berbagai tradisi.rrang

berbeda.lo Kaitannya dengan wacana politik, Nurcholish Madjid membuat

klarifikasi tentang hubungan lslam dengan negara nasional. Menurutnya, nilai

negara dan pemerintahan adalah instrumen dan bukan tuj uan itu sendiri. pokok

dan inti dari yang dikehendaki dari negara adalah taqwa kepada Tuhan, jadi

pemerintahan atau negara itu diwujudkan untuk menciptakan ruimg dan rvaklu

sebagai tempat bagi sesama manusia untuk mengembangkan taqwanya kepada

Tuhannya. Jadi masalahnya adalah etika (ethicat vatue). Jadi seseorang benar-

benar mengakui dan mengikuti etika yang bersumber pada ketaatan dan tauhid.

Hasilnya adalah sikap demokratis. Kemudian Nurcholish memberi contoh dengan

sikap Nabi Muhammad dan sahabatnya Umar bin Al-Khaththab yang telah

memberikan keteladanan yang tinggi bagi terwujudnya masyarakat etik yang

dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. Baik Nabi maupun Umar menegakkan pnnsip

' Thahir Azhari, Negara Hukum. (Jakana : Bulan Bintang, lg70), g3_g4.

. 
r0 

Gre_g Barto 4 Gagasan lslam Liberal di lndonesia, (Suatu studi tentang prinsip-
prinsipnya dilihat dari Hukum rslam dan Implernentasinya pada periode MaJinah dan
masa kini), (Jakarta : Paramadin4 1999),71.
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1

musyawarah (Syuraa) yang tidak hanya diberlakukan bagi kaum muslimin, tetapi

juga dalam mencari kesepakatan dengan kalangan non [slam.rr

Dalam kehidupan bemegara, pengujian rasional sebuah aturan di dalarn

masyarakat demokatis dilahirkan dalam musyawarah dan pembahasan, yang hasil

dan mutunya tergantung pada para peserta yang taat dan setia pada aluran

m usvarvarah tersebut. Dalam musyarvarah yang diatur oleh prinsipprinsip

musyawarah tidak terdapat aturan mutlak ataupun dalil-dalil mati yang

menentukan tingkah laku manusia. Lebih lanj ut Nurcholish menambahkan, bahwa

dalam tinjauan ajaran yang lebih mendalam, musyawarah tidak hanva merupakan

rvuj ud rasa kemanusiaan, karena didasari oleh setiap penghargaan kepada sesama

manusia, telapi juga merupakan wujud rasa keTuhanan atau taqwa, karena rasa

keTuhananlah yang menjadikan pangkal kerendah-hatian, yaitu rasa keinsyafan

bahwa di atas setiap kehebatan pribadi terdapat kekuatan yang Maha Tinggi yakni

Allah, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim supremasi (kekuasaan maha

tinggi) dan superioritas mutlak pribadi manusia.r2

Nampaknya anggapan yang dikemukakan Nurcholish Madj id cenderung

pada nilai musyawarah yang berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan. .rika dilihat

lebih jauh lagi nilai musyawarah tersebut bermakna peniadaan rasa ataupun sifat

superioritas sehingga manusia bertindak otoriter dan memaksakan kehendak

pribadi ataupun golongan.

" M. Syaf i Anwar, Pemihran don Alci Istam lndonesia, (Jakafia: paramadin a
r 995), r 86.

r2 Nurcholish Madjid" Istom Kem<tdernan dan Kelndonesiaan,
1997\, s28

(Jaliana : N,lizan,
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B. Definisi Operasiona I

Atas dasar orientasi kajian dan kecenderungan serta pertimbangan tertentu,

maka judul skripsi ini adarah "pRrNSIp MUSYAWARAH DALAM POLITIK

lsl-AM ( sruDl pEMIK'RAN NURCH.LISH MADJID )... Secara operasional,

judul tersebut dapat bermakna pan<iangan Nurcholish Madjid tentang peranan dan

nilai dasar musyawarah daram politik Islam. Dalam pemahaman penulis, poltik

Islam di sini berarti suatu usaha untuk memperoleh (menjarankan) kekuasaan

dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara yang berdasarkan pada ajaran dan

prinsip Islam totalilas. prinsip musyawarah dalam politik Islam yang

dimaksudkan oreh Nurchorish Madjid adarah cara dan pembahasan bersama

dengan maksud mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah yang

berdasarkan nilai humanitas dan ruh Islam, yang merupakan cara mewujudkan

nilai-nilai demokrasi. Dengan kalimat yang rebih sederhana tadi bahwa

musyawarah merupakan proses transrsi menuju demokratisasi demi tujuan suatu

tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial yang selaras dengan semangat

kemanusiaan

C. Ruang Lingkup pembahasan Dan Rumusan Masalah

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini adalah berkisar pada :

l. Biografi Nurcholish Madjid

2. Konsep musyawarah dalam pandangan cendekiawan Islam

3. Pandangan Nurcholish Madjid tentang prinsip musyawarah dalam politik

Islam.
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Berkait dengan ruang lingkup pembahasan di atas, maka rumusan masalah

dalam skripsi ini adalah :

l. Bagaimanakah secara unrum pandangan cendektawan tentang musyawarah

2. Bagaimanakah Nurcholish Madjid memandang prinsip musyawarah sebagai

salah satu elemen penting dalam politik Islam

D. Alasan Memilih .lutlul

Adapun alasan penulis memilihjudul tersebut adalah :

1. Keinginan untuk memperdalam pemikiran Nurcholish tentang prinsip

musyawarah dalam Islam dan kedudukannya daram politik Islam dalam usaha

mewujudkan masyarakat demokratis. Nurcholish sendiri sebagai seorang

intelektual Muslim Indonesia yang mempunyai integritas pribadi, produktif,

dan sering memunculkan ide-ide segar yang konstruktif.

2. Pengkajian lebih mendalam tentang musyawarah yang merupakan sistem

tertinggi yang telah ditetapkan pada setiap zaman, dan merupakan aspek

penting dalam Islam yang ditunjukkan dalam kehidupan demokratis.

E. Tujuan Penulisan (Penelitian)

Dari rentetan pennasalahan yang telah ditetapkan, melalui penulisan

skripsi ini penulis ingin mengungkapkan nirai-nirai yang terkandung dalam ajaran

Islam tentang demokrasi vang salah satunya adalah prinsip musyawarah.

Sekaligus memberikan deskripsi tenrang sosok pribadi Nurcholish Madjid dan
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krprahnya di dunia Intelektul lslam Indonesia. dan pandangannya tentang

r-r'r usyatvarah dalam politik tslam

F. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis memakai metode penelitian sebagai

berikut :

l. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penclitian kepustakaan (library research), yaitu

menjadikan bahan pustaka sebagai sumber atau data utama, sehingga lebih

sebagai penelitian dokumenter (documentary research). penelitian ini juga

termasuk dalam kategori historis factual, karena yang diteliti adalah

pemikiran seseorang. l3

2. Sifat Penelitian

sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. penelitian ini

akan berusaha memaparkan bangunan pemikiran Nurcholish Madjid tentang

prinsip musyawarah dalam politik Islam.ra

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya tehnik

pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menelusuri dan

merecover buku-buku atau tulisan Nurcholish Madjid, serta buku_buku yang

mendukung pendalaman analisis pemikiran.

1r Anton Baker, Me tode-nteuttle Filsafal, (Jakarra : penerbit Ghali4 lgg4), 136.

. 
ra Ulnarno Surakhman, penganlnr penelitian llnriah Dasar, Melo(le, dan Tehnik,(Bandung : Tarsit4 1998), 139.
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4. Analisis

Data-data akan dianalisis secara kwalitatil dengan menggunakan

instruktif analisis induktil, yakni analisis data dengan cara menerangkan

beberapa data yang bersilat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat merrperr:rudah dan menghasilkan pembahasan yang sistematis,

maka perlu untuk mengurutkan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I . pendahuluan, terdiri dan latar belakang masalah, penegasanjudul,

ruang lingkup pernbahasan dan rumusan,asalah, alasan memilih

judul, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

BAB II :Biografi Nurcholish Madjid,terdiri dari riwayat hidup,karya-

karyanya, dan karimya.

BAB III : Musyawarah dalam pandangan cendekiawan Islam terdiri dari

pengertian musyarvarah, paradigma Islam tentang musyawarah

yang mencakup kepentingan musyawarah dalam Islam, objek dan

anggota musyawarah, bentuk musyawarah, prinsip dasar

pemerintahan dalam Islam, dan musyawarah sebagai wujud

demokrasi.

BAB IV : Membahas inti dari permasalahan, yakni pandangan Nurcholish

Madjid tenrang prinsip musyawarah dalam politik Islam yang

terdiri dari :
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BAB V

l. Musyawarah, prinsip kemanusiaan dan perbedaan pendapat

2. Musyawarahdanegalitarianisme.

3. Musyarvarah dan pluralisme.

4. Musyawarah dan demokrasi.

Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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A. Riwayat Hidup

Nurcholish Madj id adalah salah seorang pemikir Islam Indonesia yang
lahir di sudut kampung kecil di desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia

Hasyim Asy'ari menyarankan Abdur Madjid untuk menikah lagi dengan wanita
lain yang kernudian menjadi ibu Nurchorish Madjid. Ibunya tersebut adarah salah
seorang putri yang dibesarkan keruarga dari pesantren yakni putri dari Kyai Abdul
Sadjak dari Kediri, termasuk salah satu teman baik pendiri NrIJ tersebut.15

rs Dedi Djarnaluddin
tndonesio,(Jakana : zu^^r, 1;g[,^Irz!,. 

dan Idi Subandi lbrahim, Zannn Bant

dilahirkan di lingkungan pesantren, tepatnya pada tanggat l7 Maret 1939 M yang
bertepatan dengan tanggal 26 Muhanam l35g H. Ia dilahirkan, tumbuh dan
dibesarkan dari keruarga pesantren Tebuireng Jombang lang didirikan dan
dipimpin oleh pendiri Nahdlotul lJlama yakni KH. Hasyim Asy,ari, karenanya
tidak mengherankan apabira Abdur Madjid (ayah Nurchorish Ma-djid) amat dekat
dengan pendiri pesanlren Tebuireng tersebut. Hal ini disebabkan karena KH.
Hasyim Asy'ari adarah guru dari Abdul Mad.1id. Serain itu, Abdul Madjid sendiri
pemah menikah dengan keponakan sang guru yang bemama Halimah. Namun
karena tidak dikaruniai anak satupun kemudian keduanya berpisah. Lalu KH

I]AB II

ll

l,tlanr

I}IOGRA IiI N T]RCHOLISH MADJID
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Pendidikan pertama Nurcholish diperoleh dari sekolah rak_vat (pagi), dan

Madrasah lbtida'iyah (sore) di Jombang. Ketika memperoleh ijazah SR IV

(ketika itu SR ditempuh selama empat tahun) dari SR Bareng. pada saal yang

sama ia pun rnenyelesaikan sekolah agamanya di Madrasah avahnya, Madrasah

Al-Wathoniyah,r6

Selepas pendidikan dasar tersebut ia meneruskan ke jeryang pendidikan

fonnal yaitu ke Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. pada saat itu

Nurcholish merasa risih karena oleh teman-temannya dianggap sebagai anak

Masyumi kesasar, kemudian ia dipindahkan ke Kulliyatul Mu,alimin Islamiyah

(KMI), pondok pesantren Darussalam Contor ponorogo, Jarva Timur. Ia

menamatkan pendidikannya di Pesantren ini pada tahun 1960, kemudian ia pun

mengabdikan dirinva pada pesantren ini selama satu tahun. Baru pada tahun

berikutnya ia meneruskan pendidikan formal di Institut Agama rslam Negeri

(IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan mengambil jurusan Sejarah

Kebudayaan Islam (SKI) pada Fakultas Adab, pada tahun 196g ia menamatkan

pendidikan di IAIN tersebut. Karena prestasinya, maka sejak bulan Maret 197g ia

mendapatkan kepercayaan belaiar di Universitas Chicago, Arnerika dan

menamatkannya pada tahun 1984. Dengan mempertahankan disertasi Dokteralnya

yang berpredikat Summa Cumlaude dengan judul ,,lbnu Toinriyah On Kalam and

76

16 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal Indonesia, (Jakarta: paramadin4 1999),
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Falsafah a ]'roblem of Reu.son and Relevatiott in tslanl'(Ibnu Tairr:iyah dalarn

Ihnu Kalam dan.Falsafah Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam).r7

Ketika masih duduk di bangku kuliah di Indonesia, Nurcholish Madjid

sudah dikenal oleh banyak kalangan intelektual muslim sebagai tokoh yang bakal

membawa corak baru dalam percaturan pemikiran Islam Indonesia. Hal tersebut

terbukti ketika pada penghujung tahun 1970 ia sudah membuat gebrakan baru bagi

diskursus pemikiran lslam tentang modemisasi, sekularisasi dan yang lainnya.

Nurcholish Madjid ketika masih mengenyam pendidikan di IAIN dikenal

sebagai tokoh mahasiswa aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMl)r8 yang

merupakan arval pergulatan Nurchorish. Ia merasa dibesarkan dan membesarkan

HMI, ia pun sempat ,remimpin organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di

Indonesia ini selama dua periode, yaitu pada tahun 1966-1969 dan 1969-i971. Ia

pun sempat menjabat sebagai Presiden persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara

(PEMIAT) pada tahun 1967-1969.t')

Nurcholish Madjid juga sempat menjadi Asisten sekretaris Jendral

himpunan organisasi Mahasiswa Islam sedunia atau yang lebih terkenal dengan

sebutan IIFSO (Intemational rslamic Federation of student organization) pada

tahun 1968-1971. Banyak sekali ide-ide yang ia lontarkan khususnya seterah

pulang dari Amerika. Salah satunya adalah ide tentang sekularisasi yang

,, Ibid, g5.

. '' rry singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islarn, yang didirikan oleh Lafiran
pada tanggatl 5 Februari 1974 M, bertepatan dengan tanggal i4 Rabiut Awal 1366 H.

rn 
Greg Barton, Gagasan Islam Liberol Indonesia.Op.Cit, 7g.
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merupakan penjabaran dari gagasan "Modernisasi adalah Rasionalisasi,, yang

dilontarkannya pada tahun 1970. pemahaman Nurcholish mengenai gagasan di

atas nampaknya merupakan interpretasinya yang lebih mengacu pada pernikiran

Robert N. Bellah' sarjana Amerika penganut ariran weber (yang melihat nirai-

nilai Kristen-an secara posirif dalam kaitannya dengan kebangkitan kapitalisme

yang ia nilai juga dalam konorasi positif) yang juga menggunakan konotasi

positif Senada dengan statemen Belrah, Nurcholish Madj id memandang bahwa

jauh sebelum teg'adinya proses sekularisme di Eropa Barat, Islam telah

mempelopori sekularisasi di dunia Arab dengan ajaran Tauhid-Nya. Ajaran ini

telah menghapus hubungan kesukuan yang merupakan ikatan suci pada masa pra

Islam. Dengan kata lain Islam telah membawa paham kemanusiaan yang universal

dengan paham keTuhanan yang monotheis. Atas landasan itulah dibangun suatu

konsep tatanan politik baru berdasarkan partisipasi dari kaum beriman.20

Kiranya tidaklah berlebihan jika pernyataan di atas oleh M. Dawam

Rahardjo, Nurcholish Madjid dinilai sebagai intelektual yang berkepribadran,

dimana secara objektif orang_orang yang berpendidikan barat semacam

Nurcholish, yang melakukan pergulatan interektual dengan tokoh-tokoh seperti

Fazlurrahman terah menjadi matang. semua pembicaraan Nurchorish menurut

Dawam telah membentuk citra kecendekiawanan muslim di samping

mempengaruhi "Frame of Thinking" ataupun alam pemikiran Isram di Indonesia

yang paling mempengaruhi terhadap pembentukan kecendekiawanan.

2o Nurcholis
Paramadina. 1984), 26

lvladjid, Ltlon Kenntlcnnn dan Kelndonesiaan, (Jakarta
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, 
)r 

1..Oaw11^f ahardjo, lnreleltual )ntelegensia dan perilalu polirik Rangsa.(Bandunq : Mizan. I 993 ). 25

Predikal lain yang pemah diberikan kepada Nurcholish adalah ,A/arsir

Mudu", nanun julukan itu oleh beberapa tokoh dianggap tidak relevan. karena

perbedaan latar belakang pendidikan antar keduanya. Namun demikian M.

Dawarn Rahardjo mengatakan bahwa Nurcholish Madj id adarah cendekiarvan

muslim muda yang mengikuti jejak Natsir- Seberum sekorah di Amerika, ia berum

menampakkan perhatiannya ke kitab krasik. Bahkan mula-mula di barvah

bimbingan Prof. Harsya Bahtiar dan DR. Taufik Abdullah di Leknas-Llpr,

Nurcholish berencana mengamb bidang sosiotogi agama. Tapi rupanya bidang

ini tidak cocok baginva. Menurut cerita Amin Rais, penyakit darah rendahnva

pernah membuat pingsan untuk rnengikuti bidang pelajaran yang ti<iak sesuai

dengan latar belakang pendidikannya itu. Akhimya ia pindah ke jurusan Firsafar

lslarn. Di sinilah ia bertemu dengan prot. DR. Fazldrrahman yang merupakan

guru besamya. Maka dari Fazrurrahmanlah Nurchorish Madjid berkenalan

dengan pemikiran Neo-Modemisme. 2 I

Ketika masih di Chicago, Nurcholish sering menefemahkan buku_buku

filsafat Islam klasik yang kemudian ia rangkum dalam bukunya Khasanah

Intelektual Islam. Di sini Nurcholish tidak hanya menefemahkan, namun juga

membuat analisa kitis. Sedangkan dalam bukunya 1s rom Doktrin dan peracrabrn,

Nurcholish melakukan teraah kitis terhadap Islam klasik untuk menampilkan

pandangannya sendiri tentang soal-soar keTuhanan (keimanan), kemanusiaan dan

kemodeman dalam konteks kelndonesiaan masa kini
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Terakhir, Nurcholish dengan yayasan Wakaf paramadina telah

menancapkan bangunan kornunitas intelektual yang kuat. Orang banyak mengakui

investasi itu hanya bersifar Futuristik yang bakar menjadi kekuatan yang kuat.

Dengan semangat kemodernan dan kelndonesiaan Islam akan hadir dengan

egaliter, inklusii dan selalu menghadirkan etis kemanusiaan.

Demikianlah sosok Nurcholish Madjid yang hadir di tengah-tengah

pluralitas bangsa, ia bagai busur yang melesat sarat dengan pemikiran yang

cerdas. Sosok tokoh yang diakui agak ketularan dengan tokoh Fazlunahman dan

terkenal sebagai pengikur Ibnu Taimiyah.

B. Karir Nurchotish Madjid

Nurcholish Madjid menjadi terkenal sejak ia masih menjadi mahasiswa

aktif di organisasi. ra sempat menjadi Ketua Umum pB HMI serama dua periode,

yaitu pada tahun 1966-rg69 dan rg6g-lg7r. Adapun secara keseluruhan karir

Nurcholish Madjid sebagai berikul :

l. Ketua Umum pB HMI tahun 1966-1969 dan 1969-1971

2. Presrden persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) tahun 1967-

1969.

3 Asisten Sekretaris Jendrar Intemational Isramic Federation of student

Organization tahun l 969-l 971.

4. Dosen tamu pada Mc Gill University Montreal, Canada pada tahun l99l_

t992.
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5. Dosen Pasca Sariana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sampai dengan

sekarang.

6. Peneliti di Leknas - LIpt tahun 1976_19g6.

7. StaflAhli IPSK - Llpt (1984 _ sekarang).

8. Anggota Komnas HAM.

9. Rektor Universrtas paramadina Mulya, Jakarta.

10. Ketua Yayasan Wakaf paramadina, .lakarta.

C. Karya-Karya Nu rcholish Matljid

Setelah bertemu dengan Fazlurrahman, salah seorang pembaharu

pemikiran Isram kerahiran pakistan, formasi interektual Nurcholish murai

terbentuk Naruri kepenurisannya berbicara dan tulisanturisannya secara pelan

dan pasti mulai menghiasi wajah majarah dan surat kabar. Sebenamya benih-benih

kepenulisannya sudah sejak lama bersemi, terulama sejak ia ringgal di Masiid

Agung Al Azhar, Kemayoran Baru, Jakarta. Adalah Buya Hamka salah seorang

pengurus masjid tersebut yang secara sengaja menyediakan 
. 
bilik khusus

berukuran sederhana bagi para perantau muda, termasuk juga Nurcholish hingga

Nurcholish merasa beruntung dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan

Buya Hamka untuk

keagamaan.

mendiskusikan banyak hal, khususnya masalah_masalah

Di samping itu, Nurcholish juga belajar Retorika, yang dalam hal ini jasa

Amiruddin Siregar mungkin yang dianggap paling besar jasanya. Ia selalu diajak

kemana Amiruddin pergi untuk memenuhi undangan guna memberikan ceramah

agama. Dalam waktu yang relatif cepat, Nurcholish muda sudah mumpuni dalam
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hal tulis menulis dan retorika. Berkat kemampuannya inirah ia dipercaya teman-

temannya untuk rnenjadi ,,orang rutmor sula,,di HMI selama dua periode_ Bahkan

oleh sementara orang ia dinilai sebagai sosok yang mampu,,nzenurik gerbon{,

umat Islam lndonesia.:r

Sebenamya karya-karya Nurcholish Madjid banyak sekali, namun karena

banyak yang dibukukan sebagai karyanya, baik berupa guntingan, terjernahan,

karyanya sendiri juga kumpulan makalah. Karena alasan tersebut, maka di sini

penulis hanva mencantumkan dan memperkenarkan berupa karya tulisnya dararn

buku, yang antara lain sebagai berikut :

I . Khasanah Inleleklual lslam (edilor), (Jakarta, Bulan Bintang, l9g6).

2. Islam Kemodeman dan Kelndonesiaan, (Agus Edi Santoso, ed.), (Bandung,

Mizan, 1988.

3 lslam Doktrin dan peradaban, Sebuah reraah Kritis Tentang Masalah

Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodeman, (Jakarta, paramadina, I992).

4. Islam Kerakyatan dan Kelndonesiaan, (Bandung, M izan, 1993)

5. Pintu-pintu menuju Tuhan, (Jakarta, paramadin a, 1994)

6. lslam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam

Indonesia, (Jakarta, paramadina, 1995).

7. Kaki Langit Peradaban, Islam, (Jakarta, paramadina, 1997).

8- Islam Agama Peradaban, (Jakarta, paramadina, 1995).

22 Dedi D.lamaluddin Malik dan ldi Subandi lbtahim. Zaman Bant Istam_ Op.Crt-130.
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:t

9. Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalarn pe*rbangunan di Indonesia,

(Jakarta, Paramadina, I 997).

10. Masyarakat Religius, (.lakarta, pararnadina, 1997).

i 1. Perjalanan Umrah dan Haji, (Jakarta, paramadina, 1997).

12. Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai lslarn dalam wacana Sosial politik

Kontemporer, (Jakarta, Pararnadina, 1998).

13. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta, paramadina, 1999).

14. Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta, paramadina, 1999).
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BAB ITI

MI]SYAWARAH DALAM PANDANGAN

CENDEKIAWAN MUSLIM

A. Pengertian Musyawarah

Secara etimologi, Musyawarah berasal dari istilah bahasa Arab Syawara

( 
Cf JD ), yang artinya riremberi isyarat, pendapat atau pertimbangan. Jika

ditelusuri pada kitab Ar-rvlun1id t;i At-t,ughuh, kara ini dapat dilihat sebagai

berikut:

L Kata Syaara 1 gr Lrll ) artinya memaparkan, memperlihatkan. Kata ini

mempunyai Isim Masdar Syaura ( V"6 ) sedangkan syura 1Ur5.ui;
adalah Isim yang mempunyai kata kerja Asyaara ( WVI I yang berarti

menasehati atau menunjukkan jalan yang benar.
W17

Kata Syawwara ( (/S}}' 
) aninya meminta nasehat, Tasyawa ra$gW ,

2

berarti saling menasehati.2l

permasalahan

Dari pengertian di atas, maka sebenamya Musyawarah apabila diambil

dari kata kerja Syaawara ( r9.U. ), maka jika ditasrifkan menjadi Syaawara _

Yusyaawiru-Musyaawarah (U;i" - rgLt ,,g\..ii, ),;"s
artinya meminta saran atau nasehat. Musyawarah merupakan upaya memperoleh

pemikiran, ide, gagasan yang cemerlang, menyehatkan sekaligus menjawab

,',u,;"i:Iffi# x*i: it{*' * t ;i t t'ughah ttta A t'A't tn, (Bairut; rabhighatu Jadid

))
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Kata Syaarvara - yusvaarviru ( 1,.gLq fgl.^i ) adatah kara-

kata yang terdapat dalam Al-eur,an, yang pertama merujuk pada ayat 159 surat

Ali Imron vans berbunvi :

a.\ffi r )bt fi$LW CtiS ; rd,it i,, G'y;\;J
6j's,t i'li $ gu:trj F;is,5 

"rii (;;V $- r,

Artinya :.Maka dengan *"n;"#,,#) #*F**;*#*
kepada mereka. Sekiranva engkau kasai dan keras, mereka niscaya
akan bubar dari seketilingmu. Karena iturah maka maafkanlah mere"ka
dan bennusyawarahlah dengan mereka tentang urusan (yang penting)
itu, tetapi jika engkau mengambil keputusa:n, maka bertawakallah
kepada Allah. sesungguhnya Allah mencintai orurg-o,rng' yrng
bertawakal. (eS : Ali Imron. 159;.r.1

Ayat tersebut turun di Madinah, ketika mulai terbentuk masyarakat Islam.

Meskipun avat tersebut bunyinya merupakan penntah kepada Nabi Muhammad

dan turun dalam konteks tertentu, yaitu pada saat perang uhud (Tahun 3 H)

namun para Muffasir sering membahasnya sebagai ayat yang dijadikan dasar atau

prinsip kemasyarakatan dan kenegaraan.25

Istilah lain yang juga lazim dipakai oleh makna musyawarah adalah

"mengambil sesuatu". Orang yang bermusyarvarah (Al_mustasir) mengambil atau

meminta pendapat orang lain. rstilah musyawarah yang dalam bahasa Arab rebih

dikenal dengan istilah Syura diabadikan dalam Ar-eur'an di dalam surat As-Syura

atau juga disebut surat Hamim - Sinqaaf ( ). pengertian syura

. , ^ . 

tt 
_!9f+, nf, Al-()ur,an dan I'erjemahnya, proyek penggandaan Kitab SuciAI-Qur'an (Jakarra, t97l), 103.

-' M. Dawam Ralardjoa Ensiklopedi Al_eur,an : T.afsir Sosial BerulosarkonKonsep-konscp Kunci. (Jakarla : paramadina. p;eli iqi" ' -'
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dalam sifal ini melipuli segala sesuatu yang memerrukan penyelesaian secara

bersama-sama.l6

Berawal di sini, musyawarah kernudian diartikan sebagai perundingan, bere,rbuk

dan memufakatkan kepada semua pihak yang bersedia menyeresaikan persoalan

sehingga tidak ada lagi pertentangan.

Adapun pengertin secara tenninologi. Musvarvarah atau lebih sering

disebut Syura, mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula

dengan penafsiran istilah Syura yang mengalami evolusi. Evolusi tersebut terjadi

sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu dewasa ini. pengertian

musyawarah sendiri, saat ini lebih sering dikaitkan dengan beberapa teori politik

modern, seperti sistem Republik, Demokrasi dan berbagai konsep yang berkait

dengan sistem pemerintahan. Menurut Fazrurrahman, sebagaimana dikem ukakan

dalam bukunya M. Dawam Rahardo, perdebatan sekitar pengertian musyawarah

dalam hubungannya dengan konsep-konsep ilmu politik modem, mulai timbul

sejak masuknya pengaruh teori politik barat ke dalam dunia Islam pada abad

pertengahan abad ke-19 M.r7

'o D"pug. RI, EnsiHopecti lslant [ndonesia, (Jakarta; Dnjen pembinaan
Kelembagaan Agama Islam; proyek peningkatan Sarana dan prasaran4 1993), I 16 I .

?7 M. Dawam Rahar d1o, Ensiktopedia Aleur,mt, Opcit. 441
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l:

Di antara pengertian-pengertian musyarvarah secara terminologi lersebut

adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa cendekiawan muslim

sebagaimana tertera dalam uraian berikut:s

Amin Rais memberikan pandangan bahrva musyawarah merupakan cara

demokratis yang mengajarkan prinsip menentang adanya kemungkinan

penvelewengan negara ke arah otoriterisme, diktator dan pelbagai sistem lain yang

membunuh hak-hak politik rakyat.r, pendapat ini lebih menekankan pada

pentingnya musyawarah sebagai sarana bagi terpenuhinya hak-hak rakyat dalam

politik, hak-hak politik tersebut yang salah satunya adalah partisipasinya dalam

rnenentukan pernimpin dari mereka.

Senada dengan Amin Rais, Almaududi ( 1903_1953 M) salah seorang

pembaharu pemikiran yang berasal dari India yang terkenal dengan bukunya yang

berjudul Al-Kklafah wa Ar-Mutk (Khirafah dan Kerajaan), menambahkan bahrva

musyawarah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah suatu

perundingan yang memutuskan suatu perkara yang berkait dengan pengatumn

pemerintahan, perundang-undangan dan lainJain di antara kaum muslimin.i.

28 Makna cendekiawan di .sini adalah para ilmuwar yang sanggup memahami
seluruh gejala alam sekitar (sebagaimana Adam mampu -"ng"'nuli,,nu-? ."tug* U"tuimenjalankan tugas kekhalifahan), lalu mampu merangl.ap 

"p".an_pesan 
lllahi di ba.likgejala.alam. sekitar itu sebagai 

:yat..alau sumber a.iian dan menyampaikan kepada
m^anrsia. Lihat .iuga Nurcholish Madjid. Ma.sl,araka'i Religiu.r. (Jakarta : paramadina
1997).23.

" M. Amin Rais, Cakrawata Istom;
1997),23.

Antaro Cita dan l,,okto, (Bandung : Mizarl

'o Abul Al-A'la Al Maududi, Khilafah don Kerajaan, pengantar Amin Rais,(Bandung : MizarL 1984), 15.
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l6

Sedangkan Munawir Sadjali dalarn bukunya Islam dan Tata Negura

menilai bahwa . musyarvarah adalah mekanisme dari pengambilan keputusan

mengenai hal-hal yang mencakup kepentingan bersama dengan melibatkan

anggota-anggota masyarakat3r Senada yang diungkapkan Munarvir Sadjali

tersebut, secara lebih umum lagi Nurcholish Madjrd memberikan pengertian

musvawarah sebagai proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang

menyanglut kepentingan bersama.s2 Hal ini berarti bahwa musyawarah lebih

mmgacu pada proses yang dijalankan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam

kemufakatan. Bagaimanapun hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan Ibnu

Taimiyah, salah satu pemikir Islam asal Damascus, Syuria (1233-1329 M), yang

memandang musyawarah sebagai usaha untuk mengambil keputusan bersama

dalam hal-hal yang t-idak di:teraugEan dalan rahyu. J3

Dari pengertian musyawarah sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka

penulis mencoba mengambil generalisasi dari definisi tersebut, bahwa

musyawarah (dalam konteks kelndonesiaan) adalah proses p€mbahasan bersama

yang melibatkan anggota-anggota masyarakat dengan tujuan mencapai keputusan

bersama dalam suara mufakat atas dasar nilai-nilai kebebasan Islam

_ 
rr Munawir Sadlali, Islan dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pentikiran.

(Jakarta : Ul-Press, 1990), I l.

32 Nurcholish Madj id-, Masyarakat Re/rglus, Opcit. 25.

n Ibnu Taimiyah, pedomon lslam Bernegara, Alih Bahasa : KH
(Jakarta : Bulan Bintang, 1989),224.

Firdaus
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B. Paradigma Pemikiran lslam Tentang Musyawarah

Dalam pengertian rni paradigma Islam berarti suatu konstruk pengetahuan

yang memungkinkan kita untuk mengetahui dan memahami makna musyawarah

sebagaimana dijelaskan dalam pengertian musyawarah menurut pandangan

cendekiawan Islam. Konstruk pengetahuan ini dibangun dengan maksud agar

diperoleh hikmah yang atas dasamya dapat menerapkan prinsip musyawarah yang

sejalan dengan nilai-nilai normatif Al-Qur'an baik dalam tatanan moral maupun

sosial.

Musyawarah yang dijalankan dan diajarkan oleh Islam mengandung nilai_

nilai persaudaraan, persamaan, kemerdekaan maupun kebebasan mengeluarkan

pendapat. Pada prinsipnya, musyawarah merupakan cara efektif untuk membatasi

kekuasaan eksekutif dan menutup celah bagi lahimya penguasa diktator,

kesewenangan dan otoriter.

Adapun mengenai aturan bagaimana musyawarah ini dijalankan dalam

Islam, terdapat muatan etika, peserta yang terlibat di dalamnya, bagaimana

menghadapi persoalan yang timbul, sampai dengan mengetahui sistem

musyawarah secara keseluruhan sehingga dapat diperoleh manfaat dari ajaran

musyawarah itu sendiri.

Dalam perspekif Islam diajarkan bahwa musyawarah ini melalui ajaran

Al-Qur'an (sebagaimana tertera dalam surat l.r-syzra) adalah menjadi suatu

keharusan yang harus dilaksanakan oreh umat Istam daram setiap lapisan

sosialnya. Musyawarah menjadi suatu metode yang khas yang bersumber pada inti
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ajaran keTuhanan dan dibudayakan dalam kultur kekeluargaan, kemasyarakatan

dan kebangsaan.l

l. Kepentingan Musyarvarah dalam Islam

Di dalam sistem kemasyarakatan yang menghendaki kehidupan yang

sehat, dinamis, aman, lentram, bahagia dan sukses bagi rakyatnya, adalah suatu

keharusan untuk tetap memegang prinsip musyawarah sebagai salah satu media di

dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar individu,

kelompok atau di dalam sistem pemerintahan. Musyawarah tidak lain ialah

interaksi positil sebagai individu dalarn masyarakat yang saling memberi hak

untuk menyatakan pendapat dan saling mengakui adanya kewajiban untuk

mendengar pendapat orang lain.

Dalam hal ini kepentingan dilaksanakan musyawarah menurut Nurcholish

Madjid adalah sebagai mediator dari nilai-nilai kemasyarakatan yang rerbaik bagi

sebagian besar lapisan masyarakat untuk mewuj udkan adanya pengawasan sosial

demi tegaknya hukum dan keadilan dalam suasana keterbukaan.3s Dengan kata

lain musyawarah yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dapat

mewujudkan suatu sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan keadilan sebagai

pengawas sosial dari sistem pemerintahan dalam kehidupan politik.

3{ Tentang prinsip musyawarah ini lihatjuga di eS. An-Nahl : t25.

r5 Nurcholish Madjidn Cendekiav,an dan Religiusitas, (Jakarta : paramadin4
r999).28.
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Pentingnya musyawarah bagi umat Islam telah ditempatkan oleh Allah

dalam posisi yang sangat urgen, sebab nama dalam salah satu surat Al-eur'an

diambil dari ajaran musvawarah ini, yang r.nervajibkan bagi orang Islarn untuk

melaksanakan hukum ini. Surat dalam Al-eur'an tersebut adalah surat As-syura

(42). Musyawarah dalam masyarakat Islam menjadi sendi dan bagian yang tak

terpisahkan dari kultur Islam, terutama bila dikaitkan dengan prinsip mufakat

bersama, sebab secara integral antara musyarvarah dan mufakat bersama menjadi

satu kesatuaan yang harus dipenuhi_

2. Objek dan Anggota Musyawarah

Musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam politik Islam secara rinci

tidak terdapat kejelasan di dalam Al-eur,an mengenai persoalan yang menjadi

objek dari prinsip ini, ataupun anggota yang terlibat di dalamnya. Demikian juga

mengenai metode-metode yang semestinya diterapkan dalam permusyawaratan.

Namun di dalam Al-eur'an diisyaratkan bahwa objek musyawarah hanya terbatas

pada urusan-urusan yang penyelesaiannya diserahkan pada manusia.

M. Amin Rais memandang bahwa prinsip musyawarah mengajarkan

bahwa penguasa-penguasa negara harus dipilih oleh rakyat secara bebas

berdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.i6

Sedangkan Munawir Sadjali menjelaskan bahwa sesuai dengan petunjuk Al_

Qur'an Nabi Muhammad mengembangkan sumber daya musyawarah dan gemar

berkonsultasi dengan paru pengikutnya mengenai masalah_masalah

io M, Amin Rais, ('akrmrata Islam, Opcrt. 47
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l0

kemasyarakatan.3T Masalah-masalah kemasyarakatan yang dimusyawarahkan

dalam mengambil keputusan bersama tersebut oleh Ibnu Taimiyah dicontohkan

sebagai hal-hal yang tidak diterangkan oleh rvahyu, seperti masalah peperangan,

dan lain sebagainya.r8

Dalam konteks sosial politik, terdapat beberapa nilai yang dapat

menjelaskan pemahaman kita berkenaan dengan objek musyawarah di atas, yaitu

dengan merujuk praktek musyawarah yang dilakukan oleh Nabi dan para

sahabatnya yakni meliputi :

a. Memecahkan masalah-masalah kemerdekaan.

Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara

kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasannya. Dilihat dan segt

kenegaraan, musyawarah adalah prinsip konstitusiona'l yang harus dilaksanakan di

dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan

yang merugikan kepentingan umum, sebagai suatu prinsip konstitusional maka

musyawarah berlungsi sebagai rem dan pencegah kekuasaan absol,t dari seorang

penguasa atau kepala negara.3e

17 Munawir Sa-djal i, lslam tlan Tata Negara,Opcit. 16.

38 Ibnu Taimiya[ pedoman tslam Bernegara. C4xit. Z24.

dari Segi Hukum Islam don lmplemenlasinyo podo penoi Madinah dai Masa Kini
(Jakarta : Bulan Bintang, lg2), 89
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Nabi Muhammad sebagai tauladan yang baik bagi umat manusia dan

kedudukannya sebagai pernimpin di Madinah telah melaksanakan praktek

m usyarvarah untuk meminta saran dan pendapat dalam soar-soar kemasyarakatan

dan kenegaraan.

b. Dalam menghadapi peperangan

Ketika Nabi menghadapi dan mendapatkan berita tentang kawanan

Quraisy yang telah meninggalkan kota Makkah untuk berperang melawan kaum

muslim' beliau berum menentukan sikap kecuali setelah mendapatkan perset,j uan

dari kaum Muhajirin dan Anshor. Untuk itu beriau bermusyawarah dengan mereka

untuk membicarakan kondisi merek, seperti belanja, perang, dan jumlah pasukan.

Beliau juga secara khusus meminta pendapat dan sikap kaum Anshor sebagai

golongan terbesar dan kaum muslimin mengenai perang tersebut. Dan dari

musyawarah itulah beriau mendapat duk-ungan penuh dari mereka yang bersedia

mengorbankan segalanya demi pe{uangan Nabi.

Pada hakekatnya dalam Islam sendiri tidak memberikan inshuksi

mengenai apakah semua permasalahan masyarakat harus ditentukan dengan

musyawarah, atau barangkali hanya berlaku pada masalah pemerintahan saja.

Tetapi ketidakrincian ini sebenamya menjadikan musyawarah fleksibel, tidak

dibatasi, dan dapat diterapkan pada semua keadaan. Untuk itu semua

permasalahan yang berkait dengan sistem kehidupan sosial _ politik, dan

kemasyarakatan sepanjang tidak dalam yang terah dinash-kan maka dapat rnenjadi

objek.
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Adapun mengenai siapa saja yang berhak menjadi anggota musyawarah,

pada rnasa Nabi adalah mereka yang ikut serta bersama_sama Nabi dalam

membentuk pemerintahan Nabi d.i Madinah dan mereka yang selalu belajar dari

Nabi, sepeni para Imam, Abu Bakar, Umar, Uslam, Ali bin Abi Tholib, Saad bin

Ubaidilah, Saad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Zaid bin

Haritsah, dan lainnya di dalam masalah-masalah pemerintahan.a0 Sedangkan

dalam masalah kemasyarakatan sesungguhnya Nabi selalu bermusyawarah dengan

siapa saja yang dipercaya.

Almaududi menyebutkan bahwa menjalankan pemerintahan berdasarkan

musyawarah merupakan kaidah yang penting di antara kaidah_kaidah asasi bagi

pemerintahan lslam. Adapun musyawarah tidak diambir (dilaksanakan) kecuali

dari orang yang dipercayai oleh umat tentang ilmu, ketaqwaan, amanah dan

ketepatan pemikiran mereka.a I

Dengan melihat bahwa anggota musyawarah dapat berasal dari kelompok

dan golongan manapun dalam suasana dialog antara pemimpin dan umat, mereka

itulah yang disebut dengan ahli syura (anggota musyawarah). Adapun batasan-

batasan secara umum sebagai anggota musyawarah adalah sebagai berikut :

.." M. Abdul eodir Abu Fais. Hakekat Sistent l,ol,tik Islant: Suatu T.elaahMendalay 'l'entang tata Huhtm, lualgn: Keadtlan dan Syura, Ter1. Hery Noer Ali danAgus Halimi, (Yogyakarta : pLp2M, 1986), 139.

'r Abul A,la Al-M audldi, Khilafah dan Kerojaan,Opcit. 216.
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a. Mukaiaf

Seorang yang menjadi anggota m usyawarah dalam Islam yang baligh-

dewasa, dan siap menerima beban yang dipikulkan kepadanya, siap mental dan

menjalankan agama serta sehat jasmani rohani, sebab hanya mereka itulah yang

taat kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan Firman Allah :

.j sl ; Jj{'Si+-i! *i,, Si+r t;;\A.$Vl;
"4fo

\

Artinya "Hai- orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul_Nya
dan Ulil Amri di antara kalian,,. (eS. : An-Nisa : 59)a2

b. Berihnu

Anggota musyawarah diwajibkan sebagai orang yang berilmu, sebab

dengan ilmu, ia akan dapat lebih memudahkannva untuk memahami masalah.

Ilnru di sini lebih ditekankan pada ilmu agama dan non agama lainnya.

c. Adil

Yakni mampu menjauhkan diri dari segala bentuk keperpihakan pada

suatu golongan atau kelompok dan menetapkan sesuatu sesuai dengan

konteksnya, juga dapat mempertimbangkan akal pikiran jemih serta bersikap

tepas

t' D"pug, RI, At-eur,an dan T.erjemahnya, Op.Cit. l23.
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3.1

d. Merdeka

Merdeka. merupakan salah satu syarat yang penting sebagai anggota

musyawarah dalam menjalankan tugasnya. Sebab dengan kemerdekaan seseorang

tak dapat terkait oleh tugas dan kewajiban yang lain, sehingga ia konsentrasi

dengan amanatnya.al

3. Etika dan Bentuk Musyawarah

Istilah etika di sini dimaknai sebagai suatu aturan atau noma yang

menyangkut apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiaban moralaa,

yang berkaitan dengan tindakan tertentu yang dalam hal ini adalah musyawarah.

Dalam pembahasan ini etika musyawarah dimaksudkan mengambil sikap

yang baik dan menyelesaikan perbedaan dan perselisihan pendapat sesuai dengan

norm-norma Islami

Persoalan menyampaikan suatu p€ndapat dalam bertukar pikiran pada

dasamya menyangkut norma-norma etis, yaitu adanya batasan kebebasan dalam

menyampaikan atau bertukar pendapat.as Batasan yang paling pokok dan sifatnya

umum adalah adanya niat dan tujuan yang benar. Menyatakan pendapat

dimaksudkan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat dan pertolongan

" M. Abdrl qodir Abu Faris, Hakekot Sistem politik lslam, Op.Cit. 142-145.

.- "_ Tim Penyusun Karnus pusat. pembinaan dan pengembangan Bahas4 KamuslJesar Bahasa Indonesia, (Jakafia: Balai pustak4 lggg), N:

" Kebebasan di sini berarti kemarnpuan individu untuk mengatakan danmelakukan 
.apa _yang seseorang la\kan atau -*ghi"d-i *trt -a**i*Vi,_p"melangggr 
lak-hak orang lain atau batas-an y-g tit t argu.isk- oleh hukum. ( Lihat

ilg^r-' Y Hasyim Kamali, Kebebosan nerpentpa n"ti- ito, (B_d*;, i\4i;1996),21.
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l5

kepada para pemimpin, bukan untuk nrencarj ketenaran, kemasyhuran, alaupun

menghina pendapat orang lain dengan menyiarkan kekurangan_kekurangan,

maupun memperbesar cacat orang lain, bukan pula untuk mencari keuntunsan

atau kedudukan

Bertukar pendapat (bermusyawarah) baik dalam

(politik), sosial, ataupun keluarga tidak diperkenankan

Artinya : "Hai- orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul_Nya
dan Ulil Arnri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan p"naupui
tentang sesuaru, maka kembalikanlah ia pada Allah (et_qui,an dan
Sunnah) iika kamu benar-benar berirnan kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian iru lebih utama lbagimu) dan lebih baik
akibatnya. (eS . An-Nisa : 59)6

konteks bemegara

untuk melakukan

kerusakan di tengah masyarakat, dan tidak pula diperbolehkan untuk memerangi

orang lain yang menyalahi pendapatnya. Dan jika seseorang wakil menyampaikan

pendapatnya tidak rhenimbulkan gejala_gejala destruktif maka orang tersebut

tidak boleh drperangi.

Etika dan prosedur penyelesaian perbedaan pendapat ini diarahkan agar

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, maksud jahat, serta menjunjung tinggi

sistem majelis p€rmusyawaratan sebagai salah satu majelis yang dimuliakan.

Prosedur penyelesaian pendapat tersebut sebagaimana dipenntahkan oleh AIah

dalam Firman-Nya yang berbunyi :

i'1i ; ;Ua:$'W 1i ix'$$ $; \ a;lr (i. \)
ff 6)dqy''s *; 91;; 11 ry ;"t'J:A t y ;"e

, 5; * Z;\ s* s s*tl,pi#,i + U 6:b&

ou D"pug, RI, At-eur'an don .l.eriemahnya,Op.Cit. 
l2S
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36

Jadi, jika terjadi perselisihan di antara anggota musyawarah maka

diharuskan mengembalikan pada kitabullah dan sunnah Nabi. Jika permasalahan

tersebut tidak terungkap di dalam keduanya, maka penyelesaiannya dapat

menggunakan tahkim atau mengikuti pendapat mayoritas yang diperkirakan akan

lebih dekat kepada kebenaran. Apabila cata-cata tersebut di'lakukan namun belum

terdapat keputusan, maka yang terakhir adalah mengikuti pendapat pemimpin

dengan konsekwensi pendapat tersebut sudah melalui musyawarah tersebut,

karena bagaimanapun pernimpin kelak akan dimintai pertanggungiawabannya.

Yang terakhir, dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa

persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi

tujuan musyawarah adalah bukan mencapai kemenangan suatu pihak atau

golongan, tetapi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat dan rakyat. karenanya

yang harus diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan

siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang diambit itu dapat memenuhi

kepentingan umum dan rakyat. yang paling penting dalam musyawarah dan

proses di dalamnya adalah bukan siapa yang berbicara, namun ide dan gagasan

serta pemikiran apa yang dibicarakan.ai

Adapun bentuk-bentuk musyawarah yang terdapat pada setiap masa ada

perbedaan Hal ini menunjukkan lidak adanya kelentuan baku mengenai bentuk

musyawarah. Tradisi musyawarah sendiri tidak seragam karena bentuknya yang

o' M.Thahir Arhan , Negara Hukunr,{)p.Cit. g4.
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3'l

abstrak. Beberapa penuris Islam sendiri agaknya rebih berhati-hati dalam

memberikan contoh-contoh tentang praktek pelaksanaan musyawarah.a8

Keputusan yang diambil (dihasilkan) pun berbeda pu.la. Hal ini

mengandung makna dan pelajaran yang besar bagi semua pemimpin sepanjang

zaman, yaitu pelajaran dalam menguasai emosi dan kecenderungan untuk

mengupas masalah dalam bentuk musyawarah. Jika kita perhatikan ketetapan

piagam Madinah yang tidak eksplisit tentang pentingnya musyawarah dan

postulat (landasan berpikir) historis tentang praktek Nabi meraksanakan

musyawarah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau tidak memberikan

petunjuk mengenai pola dan bentuknya secara tertentu, demikian puta jumlah

pesertanya. Hal ini merupakan petunjuk dan ikhtiar Nabi dan umatnya. Mereka

mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk musyawarah serta mekanisme

yang sesuai dengan tuntutan zaman, sosiologisnya, serta kebutuhan masing_

masing. Yang terpenting dalam pelaksanaan dan prosedur pengambilan keputusan

adalah tetap berpegang pada prinsipprinsip ajaran Islam (kebebasan, keadilan,

persamaan dalam mengemukakan pendapat). pendapat yang diajukan bukan

melihat pada pendapat mayoritas maupun minoritas, melainkan kwalitas pendapat

itu dan dampaknya bagr kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan bagr yang

bermusyawarah.ae

Ayalayat Al-eur'an yang berhubungan dengan musyawarah tidak

memberikan petunjuk tentang musyawarah, demikian juga dengan piagam

ll Ta}ir a:::..r" hasa polirik rstam. (Bandung : Miza,r, tee4), 196.- I sryrtr pulmgan, prinsip_prinsip pemeintahon datam'bngam MadinahDditinjau dari pandangon Aleur,an, (lak..t"', C*nti p".., lSSal, Z f Z.
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4. Hikmah Musyawarah

Tuhan menentukan kebijaksanaan dan perintah-perintah-Nya untuk ditaati

hamba-Nya yang beriman. Tentu hal itu terdapat manfaat dan kebaikan di

dalamnya, serta hikmah yang dapat dijadikan pelajaran.

Musyawarah ini dasar hukumnya adalah kemaslahatan manusia dan

penepian terhadap tindakan-tindakan manusia yang tiranik, diktatorial dan

otoriteris. Musyawarah diajarkan dalam Islam agar menjadi pagar pencegah yang

terlalu kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara.5r

to Thahn Afua/i, Negara Hukum, Op.Cit. g5.

5' M. Amin Rais, Calaawala tslam, Op.Cit 47

i3

Madinah, namun hanya mengisyaratkan sesungguhnya,,Orang_orang yang

beriman adalah. umat yang terpuji,,. Jadi tak ada nash yang menjelaskannya.

Dengan tidak ditentukannya bentuk musyawarah ini mengandung hikrnah yang

besar bagi manusia. Artinya musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang

digariskan dalam Al-eur'an dan diteladankan meralui tradisi Nabi tidak perlu

dirubah. Namun aplikasi dan pelaksanaannya selalu dapat mengalami

perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakat. Institusi_

institusi politik dan negara dalam sejarah manusia selalu mengalami evolusi, maka

aplikasi dan pelaksanaan musyawarah dapat mengikuti lembaga politik dan negara

yang selalu berubah sejauh tidak bertentangan dengan jiwa Ar-Qucan dan tradisi

Nabi.io
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l9

Kekuatan musyawarah juga membawa masyarakal untuk lebih dekat

antara satu dengan yang lain dengan memberikan kesempatan kepada mereka

untuk menyuarakan pandangan tenlang permasalahan vang menyangkut

kemasyarakatan umum. i2

Islam sendiri dengan ajarannya memerintahkan manusia untuk

melaksanakan musyawarah di kalangan orang-orang mukmin atas musuh-musuh,

temyata terdapat fundamen kuat dalam menjaga stab itas umat. Dengan kata rain

di antara manfaat yang dapat diperoleh dari proses musyawarah yang dilakukan

oleh Rasul dan sahabatnya adalah :

a. Tumbuhnya kepastian keputusan dan bertindak atas prinsip yang telah

ditetapkan.

b. Karena di dalamnya terdapat maslahat dan manfaat bagi kepentingan

bersama-

c. Menjadi suri tauladan bagi umatnya.

d. Media untuk menyaring pendapat.

e. Menjaga kekeliruan.

f Menghindari celaan.

g. Menciptakan stabilitas antar kaum.

h. Dan mengikuti asas Al-eur'an.s3

'2 M. Hasun Kanali, Kebebasan Berpendapal,Op.Cit. 64

" Abdul qodir Abtlais, Hakekat sistem, op.cit. 107 .

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



,10

C. Prinsip Dasar Pemerintahan lslam

Sebagai agama yang bersifat universal, di dalam agama Islam diajarkan

ajaran-ajaran tentang kehidupan sosial - politik. Meskipun barangkali dalam

Islam sendiri tidak terdapat rujukan eksplisit tentang keharusan akan adanya

sebuah negara Isla*, Namun terlepas dari keharusan tentang ada tidaknya negara

Islam dalam diskursus kontemporer, sesungguhnya para "cendekiawan muslim',

merasa telah menemukan dalam ajaran Islam benar-benar memberikan

seperangkat prinsip etis yang relevan dengan cara mengatur negara dan

mekanisme pemerintahannya.,,Mereka', rnenunjukkan bahwa Al_eur,an

berulangkali menyebutkan gagasan-gagasan normatif tentang musyawarah

(syuru), keadilan (ull), dan egalitarian (musuwu) (sekedar contoh lihat surat l1i

Imron . 159, As-Syura .. 38, At-Anam : I 15 dan As_Syura: 15). prinsipprinsip

itulah yang diterapkan dan ditunjukkan secara gamblang dalam tradisi politik

Islam awal, khususnya pada masa Nabi Muhammad di Madinah.5a

Dalam konteks politik, nilai-nilai kemanusiaan universal seperti

persamaan, keadilan dan kemerdekaan, yang kesemuanya merupakan derivasi

tauhid, dijadikan dasar nilai yang dipergunakan Nabi dalam mengembangkan

kepemimpinan moral dan kehidupan politiknya.ss

Dari uraian di atas, lebih daram ragi Amin Rais daram bukunya cakrawala

Islam memberikan penjelasan bahwa dengan mempelajari Al-eur,an dan Sunnah,

.51 
Balrtiar Effendy, liant dan Negtra,. l.ran-tfbrnasi pentikiran dan pruktek

1.,;lan di,lndonesru. (Jakafia: paramadinam tOla;, tS+. 
"

" Syarnsul Arifin, "Rekonstruksi Gagasan dalam politik Islam, Antara Negaradan Masyarakat Madani", dalam trolitik -Demi 
l,uhan, iasionalisnte Religius diIndone:sia, ed. Abu Zahra (Jakarta : pustaka Hidayah, 1999), 93.
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kita dapat memahami adanya nilai-nirai poritik atau prinsip-prinsip konslitusional

yang harus ditegakkan dan dijadikan pirar suatu pemerintahan Islam. Nilai-nilai

tersebut adalah syura (musyarvarah), Adalah (keadilan), Hurriyah (kebebasan _

kernerdekaan), persamaan

rakyat.56

dan pe(anggungjawaban pemerintah di hadapan

Adapun uraian secara lengkap dari prinsip pemerintahan Islam tersebut

adalah sebagai berikut :

l. Slura (musyawarah)

Prinsip musyawarah merupakan prinsip penting dalam pemerintahan

Islam. Penentuan kebijaksanaan pemerintahan yang menyangkul urusan umal

harus didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Dalam hal ini Al-eur,an tetah

memberikan petunj uk tentang cara yang benar untuk menyelenggarakan

pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam Firman-Nya yang berbunyi :

(lrr*,*ti',
Artinya : "... ... ... .. Sedang urusan^mereka (diputuskal) dengan musyawarah

antara mereka... . , (eS : As_Syura . 3g).r7

Dalam prinsip pemerintahan Islam musvawarah dinilai sebagai eremen

penting, artinya penentuan kebijaksanaan memerintah dalam srstem pemerintahan

Islam haruslah melalui suatu musyawarah. Berkait dengan hak_hak rakyat ini,

Amin Rais berkomentar; bahwa setiap pemerintah (penguasa) rvajib

melaksanakan musyawarah dengan umat, karena prinsip ini bersifat penegasan

56 M. Amin Rais, Caktawala lslam, Op.Cit 55

t' D"pug, RI, Al-eur,arL Op.Cit 7g9.
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pada pemerintah. Maka pernerintah harus berpegang teguh pada semua keputusan

yang diambil melalui m usyawarah.5s

2. Keadilan

Dalarr pandangan Islam, penyelenggaraan pemerintahan harus bertuj uan

unluk melaksanakan keadilan dalam arti seluasJuasnya, tidak hanya keadilan

hukum, melainkan juga keadilan sosiar. politik. dan ekonomi. Dengan demikian,

negara harus memberantas setiap fenomena eksploifasi yang muncul di tengah-

tengah masyarakat. Keadilan hukum yang menjamin persamaan setiap orang di

muka hukum belum cukup, karena tanpa keadilan sosial, politik dan ekonomi

masih dapat menumbuhkan kepingan-kepingan tajam di antara kelompok_ masih

dapat menumbuhkan kepingan-kepingan tajam di antara kelompok-kelornpok

masyarakat.5e

Keadilan dalam pandangan orang Romarvi kuno yang arif dalam bidang

hukum dirumuskan sebagai ,'pengerrian 
kepada orang lain apa yang dia punya,,.

Secara lebih filosofis, makna dari keadilan adalah ped uangan agar setiap orang

memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebab orang mempunyai hak. Keadilan

juga bermakna tidak belah sebelah- tidak memihak kecuali pada kebenaran dan

selalu bertindak pa.da kebenaran.(,

* B.N. Marbun, Ka nrus politik,(Jakarta : pustaka Sinar Harapan, 1996), 3 l0-3 I I

58 M. Amin Rais. Cakrowals Istanr. Op.Cit. 55.

'e tbid. 46.
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4l

Karenanya menegakkan keadilan oleh individu, kelompok, masyarakat

atau negara menurut sistem Islam adalah suatu kewajiban yang sangat penting,

sebagaimana disyari'atkan dalanr Al-eur,an yang berbunyi :

Js+i ijr\ s s q\qlS,i u*;. -1'J .J -t'lrVyr, 
-rl,' 

al
, -6 Et s #J ;j,Sr; tp'ij;l;j,t[:;at C

Artinya : "Sesungguhnya Allah menvuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, rnemberi kepada kaurn kerabat, dan AIah dari berbuat keji,
kernungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran t epuaa*u
agar kamu dapat mengambil pelajaran.', 1eS : en_Nihi : S0.1.6''

Dari prinsip di atas, dapat menjadi dasar bahrva setiap negara harus selalu

rnenegakkan keadilan, karena tujuan pokok dari adanya wilayah di antaranya

adalah meneqakkan keadilan. Menurul Ibnu Tairnivah. Allah akan selalu

rnelindungi dan membela sebuah negara yang adil dan setiap manusia perlu

mendapatkan hukuman atau imbalan lerhadap perbuatan_perbuatannya. Hal ini

sesuai dengan bahwa "Attuh ntenberu 
';ebuuh 

neguru yung utrit wuraupu, ntirik

orang-orang kafir dan Diu tidak membela sebuah negaru yung tirani waluupun

milik orang-orang non muslim.6:

Keadilan dalam lslam bersi.at mutlak dan menyeluruh. Karenanya Islam

mewajibkan penerapannya terhadap kaum muslimin dan non muslim, Keadilan

dalarn Islam tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat, kebesaran dan kekuasaan,

iuga tidak boleh terpengaruh pada rasa benci, permusuhan atau faklor apapun.6r

ur Depag Rit, Al-eur,an darl -l 
erjemahn'o,Op.Cit. 415.

.^^^ ^62 
Qomaruddin Khar\ penukiran potitik lbnu Taimiyah, (Bandung

1983),263-264.

63 
Sebagaimana kandungan dalam Al{ur,an Surah An_Nisa, Ayat 135

Pustak4
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3. Persamaan

Persamaan harus menjadi dasar konstitusional yang diutamakan dalam

Islarn. Manusia harus berdiri sama di depan hukum tanpa diskrirninasi

berdasarkan ras atau asal, bahasa, keyakinan, tatar belakang status soslal dan

ekonomi. Persamaan yang dirnaksudkan adalah dalam arti legal. Karena

persamaan yang akan meniadakan sama sekali perbedaan-perbedaan yang rvajar

dalam masyarakat yakn.i dari masing-masing orang diminta sesuai dengan

kemampuannya, dan kepada masing-masing orang diberikan sesuai dengan

kebutuhannya.6l

Dalam ajaran Islam, prinsip persarnaan ditegaskan di datam Firman Allah

yang berbuny : ,

Y);w\rag,pi Lj 5 G ;tit Lt r 

"iur 
w(

. 5*"W $fu:, /{n *,'tA #1\ oy\,;,;q Jr$,
Artinya . "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dan seorang laki_

laki dan seorang perempuan dan menladikan kamu berbangsa_b-anesa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesingguhiya
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yangi*pating
bertaqwa di antara^kamu. Sesungguhnya Alrah maha,i'.rig"tit .ii iugl
maha mengenal.,' (eS : Al-Hujurar: l3j 65

Keabsahan nilai-nilai persamaan tersebut sesungguhnya tergantung pada

keadilan yang tidak mengenal perbedaan di antara manusia. Dengan kata lain,

itulah standar manusiawi daripada yang telah digariskan agama. Dengan

demikian, seorang benar-benar menjadi Islam, dan moral tersebut yang harus

mempraktekkan kepada orang lain meskipun non muslim. Berdasarkan ini" berani

* M. Ami, Rais, Cakrawnta Istam, Op.Cit. 156.

ut D"pug RL, At-eur,an dan .lerjemohnya,Op.Cit. 
S47.
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warga negara non muslimpun berhak untuk rnengeluarkan suara atau menjadi

anggota lembaga parlemen.(6 Jadi penerapan prinsip persamaan kepada ahli

Dzimmi dapat dibenarkan, sebatas kepada masalah umum negara demi

kepentingan-kepentingan minontas dan partisipasinya selama tidak merusak

syari'at Islarn.

Perbedaan hak poritik di datam sistem pemerintahan Isram antara non

muslim dan muslim khususnya terletak pada pemegangan jabatan kunci

(kekuasaan tertinggi) oleh non muslim, namun hal ini tidak mengurangi arti dari

persamaan yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan Islam. Almaududi

rnernberikan dasar (alasan) bahwa setiap jabatan-jabatan penting tidak mungkin

akan diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan sepenuhnya

kepada ideologi negara tersebut, karena ia tidak akan mampu menyelenggarakan

pemerintahan sesuai dengan isijirva ideologi negara yang bersangkutan.6T

Berkait dengan persamaan hak, maka perlu penjelasan lebih mendalam

tentang hak-hak budak yang terbatas daram sistem pemerintahan Islam. Dalam

Islam, seseorang untuk menjadi anggota majelis permusyawaratan haruslah

merdeka. Hal ini disebabkan karena seorang budak tidak mempunyai

kemerdekaan dan kekuasaan atas dirinya. Sebagai akibatnya ia tidak akan mampu

membawakan aspirasi umat secara mandiri dan bebas dari pengaruh tuannya.

Sedangkan penerapan prinsip persamaan antara laki_laki dan perempuan berlaku

secara sempuma. Kemungkinan besar hanya lerbatas pada bidang peran serta

6 Syayid Ramadh m. Hukum Islam, (Jakarta : Rajawali pers, I9g6), 127.

67 Abul A'la Ar-Maududi, Hukunr tran Konstitusi sislenr potitik rsrom. pengantar
Deliar Noer, (Bandung: MizarL 1994).321.
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dalam menentukan jalannya pemerintahan secara tidak langsung, yaitu mernilih.

Tetapi dalam hak. untuk dipilih terdapat perbedaan pendapat. Sebagian

menganggap bahwa prinsip persamaan tersebut bermakna persamaan penuh antara

laki-laki dan perempuan.68

4. Kebebasan

Islam mengakui adanya prinsip kebebasan, bahkan menjamin sepenuhnya.

Bahkan dinilai sebagai dasar setiap musrim dalam pandangan Islam diajarkan

bahrva Allah menciptakan manusia den_ean satu fitrah (nature) bebas untuk

mengungkapkan pandangan dan bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan

pilihan dan pendapatnya. Akar dari berbagai kebebasan berpikir dan Islam

memandang kebebasan berpikir itu sebagai hak mutlak manusia. Dalam Islam,

kebebasan (freedom) sendiri dijamin dan diakui dalam Al_eur,an :

, &, c".>Ky (,,;:# ;t q"y g--;Jttr
Artinya : "Tidak ada paksaan untuk 

.(memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya
telah ielas vans benar daripada jalan yang salah.', 1q'S : el_daiarah :

Eg).6n

Setiap kebebasan ini (agama) berarti bahwa kebebasan berasama

seseorang untuk menganut agama dan melaksanakan segala konsekrvensinya

5 Pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakryatnya

Pemerintah sebagai penguasa harus selalu dapat

mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang diambil di hadapan rakyatnya

68 Munawir Sadjali,lslam dan Tata Negara,Op.Cit. lS9

6e Depag, RI, Al-eur,an dan Terjenuhnya,Op.cit. 63.
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Pertanggungjarvaban ini merupakan dasar penting dalam hukum Islam. Tuntutan

atas pertanggungiawaban sepenuhnya dibenarkan terhadap pemerintah yang gagal

memenuhi kewajibannya.T0 Hak untuk meminta pertanggungjawaban dari

pemerintahan di dalam Islam telah ditegaskan dalam Firman Allah :

Artinya : "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa)
di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara minusia
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat,
karena mereka melupakan hari perhitungan.,' (eS. : Shaad : 2'6;.?Y

Dengan demikian, dari prinsip ini dapat ditarik suatu prinsip dasar yaitu

tentang ketaatan rakyat terhadap pemerintah (pemimpin).oreh karenanya tidak

ada perbedaan antara pemerintah dengan rakyat biasa. Artinya posisi rakyal dalam

ajaran lslam diwajibkan patuh pada pemerintahan serama ia masih melaksanakan

kewaj iban secara benar.

l). Musyawarah Sebagai Wujud Demokrasi

Diskursus tentang politik Isram tidak repas dari sejarah multi interpretasi,

namun dapat dipastikan bahwa setiap muslim selalu percaya akan pentingnya

prinsipprinsip Islam dalam kehidupan politik. Akan tetapi bagaimana pendapat

ini dituangkan daram bentuk kehidupan politik lebih riil - dalam konteks

bagaimana seharusnya Islam dan poritik itu dihubungkan - masih belum terdapat

'0 M. Amin Rais, Cakrotyala lslam, Op.cit. 56.

7r Depag, Rl, Al-Qur,an dan 1brjemahnya,Op.Cit. 736

qrll .-r* r 6;;;G,Y;$t e""'tS; :lij;+ t1 5i'5 (
'o"iv;; (i, tt 4 *' rW G-W sSii opA ;

,.rKl.r V't\ iiSV+; * ;,'i*";6r&r 4ry;.".
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kejelasan. Artinya, tidak terdapat pendapat tunggal. Sejauh yang dapat ditangkap

dari perjalanan diskursus pemikiran dan aktifitas politik Islam banyak pendapat

tentang persoalan ini, Bahkan ada pula pendapal vang saling bertentangan

khususnya yang menyangkut hubungan antara lslam dan sistem potitik modem

(demokrasi).

Bahtiar Effendi dalam sarah satu turisannya mengemukakan bahwa secara

gans besar terdapat dua spektrum pemikiran polifik Isram berkait dengan har di

atas. Keduanya saling mengakui akan pentingnya prinsip Islam dalam setiap aspek

kehidupan. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam penafsirannya tentang

kesesuaian antara prinsiFprinsip politik Islam tersebut dengan kehidupan modem

(demokrasi) dan aplikasinya daram kehidupan nyata.T: Hal ini karena rslam dan

Demokrasi adalah dua konsep dari dua entitas kurtur yang berbeda. Maka ketika

keduanya bertemu betapapun nirai-nilai yang terkandung di daramnya bersesuaian

tak pelak menimbulkan gerakan_gerakan yang cukup tajam, Dengan kata lain

bahwa respon intelelcual muslim terhadap konsep demokrasi memang beragam.T3

Pada satu sisi ada yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar

negara; bahwa Syari,ah harus diterima sebagai konstitusi negara, bahwa

kedaulatan politik itu ada di tangan Tuhan; bahwa ide tentang negara_bangsa

" Bahha, Effendi, ',lslam dan Demokasi : Mencari sebuah sintesa vansMernrngkinkan:, Ddam Agama dan l)ialogAntar peraa"trr--ra. 
^#;;d; #:Pedi Taher (Jakarta : paramadina. t oOO). ol

" Y-g dirnaksudkan 
.dengan Intelekrual Muslim di sini mereka yangmengekspresikan ide-ide sistematis daram merespon prou-t#'^.o.-t dan kemasvarakarandengan tetap memiliki komitrnen pada n ilai-nitai *il-: il;"ff ;fi ;;:fi Jr-#H

lyT.VT{" Lihat juga Demikrasi_di trriirpiffi}iok o: R"rpon tntelekruatMuslim lndonesia Terhadon Kon.sep Demokrasi'ftgiii)gg3) DR. Maskuri Abdillahryogyakata : Tiara Wacana- lggg\, 14

'18
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(nation-state) itu bertenlangan dengan konsep umat yang tidak mengenar barasan

politik atau daerah; dan bahrva konsep prinsip Syura (musyarvarah) itu berbeda

dengan demokrasi yang dikenal dalarn diskursus politik modem dewasa r.ni. pada

sisi lain ada yang berpendapat bahwa [slam tidak mengemukakan suatu pola baku

tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh umatnya. Namun

Al-Qur'an mengandung nilai-nitai dan ajaran yang bersifat etis atas kegiatan sosial

politik umat manusia. Ajaran ini mencakup prinsipprinsip tentang keadilan,

persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Untuk itu sepanjang negara demokrasi

masih memegang prinsipprinsip seperti itu, maka mekanisme tersebut sesuai

dengan ajaran lslam.7l

Terlepas dari kontradiksi di atas, sesungguhnya lslam sendiri merupakan

agama yang mempunyai sifat Holistik bahwa Islam mencakup seluruh aspek

kehidupan. Dengan kata lain antara kehidupan temporar dan transiden tidak

dipisahkan dalam Islam. Islam sendiri memiliki prinsip etis, yang relevan bagi

pengelolaan sistern poritik modem yang syarat dengan ide-ide normatif tentang

musyawarah, keadilan dan persamaan. Karenanya hubungan antara Islam dan

demokrasi berada pada posisi substansiaristik dan keduanya tidak bertentangan.

Sebagaimana diketahui bahwa ist ah demokrasi sendiri rerah mengarami

perluasan makna, yang awalnya berasal dari kata Demos = pemerintahan,

Kratos: Rakyat. Hal ini karena sebagai konsekwensi dari perkembangan ilmu

politik itu sendiri. Namun pada intinya demokrasi itu sendiri mengandung unsur_

unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan kebebasan yang bertanggung jawab.

" Bahttal Agama dan Diotog,Op.Cit. 95-%.
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Juga nilai-nilai universal yang mencakup : persamaan, kebebasan dan

pluralisme.T5 Lebih khusus lagi dalam istilah politik Islam, demokrasi sendiri

mengandung kaidah-kaidah ta,aruf ( saling mengenal ), syura ( musyawarah ),

maslahah ( saling menguntungkan ) dan adl ( keadilan ). Dengan demikian

dapatlah dipaharni bahrva musyawarah merupakan bagian integral dari demokrasi.

Dalam suasana kemasyarakatan, prinsip musyawarah sesuai dengan asas

hukum yang mendasari sistem yang demokrasi. permusyawaratan adalah jiwa

demokrasi yang sebenarnya. Sebab setiap permusyawaratan bersyarat dengan

kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berpendapat. Dengan kata lain bahwa

prinsip musyawarahpun bersyarat dengan nilai-nilai persamaan, kebebasan dalam

perbedaan Hal ini bermakna bahwa antara nirai-nilai musyawarah dan nilai

demokrasi di sisi lain sangat signifikan antara keduanya.

Musyawarah sebagai aspek penting dalam

kehidupan demokratis. Bukan untuk memberikan

kediktatoran. Bila demokrasi yang dirnaksud sebagai suatu sistem yang bertolak

belakang dengan kediktatoran, maka lslam sesuai dengan demokrasi. Karena di

dalam Islam tidak ada perintah untuk bertindak semau sendiri atau atas kehendak

kelompok'76 Dari sini penulis menggarisbawahi, bahwa sesungguhnya nitai-nilai

Islam, ditunjukkan pada

peluang bagi munculnya

musyawarah merupakan perwuj udan dari prinsip
yang terkandung dalam

demokrasi.

75 Maskuri Abdillah, l)cntokra.;i di persintpangan, Op.Cit. 73_74.

. 
?6 Erayat; Reaksi politik Syi,ah, Suni : pemikiran politik lslam Modem dalarnMenghadapi Abad XX, (Jakarta: B;tai pustak4 rS9iJ,-i99. 

*"'
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NT]RCIIOLISH NIA DJID; TENTANG PRINSIP

NTTISYAWARAH DALAM POLITIK ISLAM

A, IVlusyawarah, Prinsip Kemanusiaan Dan perbedaan pentlapat

Musyawarah pada hakekatnya tidak lain adalah interaksi poiitif berbagai

individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat,

saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dalam bahasa [ain,

musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling mengingatkan tentang

kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah

bersama dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antar warga masyarakat.

Al-Qur'an dalam surat Al_A.tr mengajarkan tentang empat perkara yang

bakal menjarnin keselamatan manusia yaitu, iman yang sangat pribadi, amal

shalih sebagar perwujudan sosial iman itu, keterbukaan untuk saling

mengingatkan tentang apa yang benar dan keterbukaan dalam menghadapi

masalah bersama.Ti

Dalam hal ini, musyawarah dalam kaitannya dengan keimanan

sesungguhnya dapat membentuk suatu sikap yang terbuka dan demokratis,

sebagaimana yang diuraikan oleh Nurcholish Madjid sebagai berikut:

77 Nurcholish ltradjid, )slant Doktrin dan peradaban; sebuah reraah Kritistentanq Ma.\alah-nn.saloh Keinanan, Kennnusiaan tlan Kentodernan (Jakana :Paramadina, 1992) , l.

53

BAB IV
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5.1

"Iman kepada Allah menumbuhkan rasa aman dan kesadaran mengemban
amanat Illahi. Menyatakan diri keluar datam sikap-sikap terbuka, percaya pada
diri sendiri (karena bersandar yakni (tawakar kepada Tuhan)- dan 

- 
karena

ketentraman diperoleh dari orientasi hidup kepada-Nya), dan karena iman
mengimplikasikan pemutlakan pada Tuhan, serta kenisbiin segala sesuatu selain
dari pada-Nya, maka salah satu wuj ud nyata iman yaitu sikap tidak memutlakkan
sesama manusia atau sesama makhluk, sehingga tidak ada alasan untuk takut
kepada sesama manusia atau sesama makhluk itu. s"baliknya, kesadaran sebagai
sesama makhluk akan menumbuhkan kesadaran pada pribadi orang beriman ak-an
rasa saling menghormati dan menghargai, berbentuk hubungan sosial yang saring
mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa memaksakan p"nai.iun p.ibual,.r, "

Korelasi pandangan hidup yang demikianlah yang membentuk sikap

terbuka sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai

pikiran dan pendapat orang lain yang otentik. Karena itu dengan sendirinya orang

yang beriman tidak mendukung sistem tiranik, sebab setiap tiranik bertentangan

dengan bentuk pandangan hidup yang hanya memutlakkan Tuhan yang Maha

Esa. Lebih dari itu, sikap terbuka kepada sesama manusia datam kedalaman jiwa

saling menghargai namun tidak lepas dari sikap kritis, karena sikap kritis adalah

indikasi dari adanya petunjuk dari Tuhan, karena memang sikap itu sejalan

dengan rasa kebutuhan atau ketaqwaan. Sikap kritis yang mendasari keterbukaan

dalam prinsip musyawarah merupakan konsistensi iman yang amat penting,

karena seperti yang dikemukakan tadi, merupakan kelanjutan sikap pemutlakan

yang ditujukan hanya kepada Allah (Tuhan), dan penisbian segala sesuatu selain

Tuhan, maka demi pertanggungiawaban atas apa yang seseorang kemukatan,

maka hendaknya seseorang tersebut mengikuti sesuatu hanya bila ia memahami

melalui metode atau dasar ilmu (pengetahuan) yang ia ketahui.

" Ibid. I t6
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Dalam suatu proses musyawarah yang benar dan sehat dalam masyarakat

dibutuhkan adanya mekanisme dan tatanan yang memungkinkan terjadinya dialog

dan tukar pikiran secara bebas dalam kerangka saling memberi dan menerima

saran tentang apa yang benar dan baik. Inilah yang menjadi salah satu tafsir

tentang apa yang disebutkan dalam surat Al-Asr .. ,,. . ... ....tlan saling berpesanlah

.\esomanya tentang kebendran".l') dan itu pula yang dasamya Nabi Muhammad

SAW pun, dalam urusan kemasyarakatan, menjalankan musyawarah sebagaimana

(sesuai) dengan petunj uk Illahi.

Jadi adanya musyawarah adalah hak masyarakat terhadap warganya, dan

para warga itu mempunyai kewajiban untuk mengindahkan dan melaksanakan

hasil musyawarah itu dengan penuh pasrah dan tawakal. Untuk mengembangkan

keterbukaan dan sikap kritis merupakan suatu syarar yang paling tidak, harus

terpenuhi adalah terciptanya suasana kebebasan dalam iklim yang memungkinkan

perbedaan pendapat di kalangan umat. Karena perbedaan pendapat itu menjadi

kunci masih adanya dinamika di kalangan umat itu sendiri dan perbedaan

p€ndapat sendiri merupakan nilai yang paling berharga.Eo

Nurcholish sendiri memandang bahwa perbedaan pendapat di kalangan

umat merupakan rahmat.

"Sesungguhnya manusia di luar masalah nilai kemanusiaan asasi yang
menyangkut harkat dan martabatnya, secara fitrah yang parenial manusia akan
selalu berbeda satu sama lain. Ini merupakan takdir Tuhan dan',keputusan" untuk
makhluk-Nya yang ditegakkan dalam surar Al-Hud : 

.l18-l 
19, ,,din 

seandainva

" Al-qur'an. Surat : l/7.rr : 3

to Dedi Dla-aluddin Malik dan ldy Subandi lbrahim, Zamon Baru lslam:
Pemikiran dan Aksi Politik, (Bandung : penerbit Zaman, l99g), 23 l.
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Tuhanmu menghendaki, maka pastilah Dia jadikan manusia umat yang tunggal.
N11u1 mgreka akan tetap berselisih, kecuaii Tuhanmu merahmatinyalUniu"*n
itulah Ia ciptakan mereka itu dan lelah sempumalah kalimat (kepuiurur_Ny"i;.
Dari finnan Allah tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan di antara ,unuriu
I1lg, 

,ulp, menimbulkan perselisihan merupakan rahmat AIIah yang membarva
kebahagtaan, dan kesediaan menerima perbedaan dengan rahmai itu"merupakan
pangkal persaudaraan.8l

Kata "musyawarah" dikenar daram istilah perpolitikan Isram, berasal dari

bahasa Arab yang artinya ,'saling 
memberi isyarat,'. Dengan keinsyafan ini berarti

bahwa ada kedewasaan yang tulus menerima kemungkinan untuk kompromi,

bahkan kalah suara, semangat yang mendasari keinsvafan ini menuntut agar setiap

orang menerima kemungkinan terjadinya ,,partial 
functioning of dea!s,,

pandangan dasar bahwa belum tentu seluruh keinginan dan pikiran seorang atau

kelompok akan diterima dan d aksanakan sepenuhnya. rnilah bentuk kompromr

atau Islah yang perlu dijunjung dalam suatu masyarakat yang menuju demokrasi.

Prinsip ini menuntut kedewasaan dalam mengemukakan pendapat, menerapkan

pendapat dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik oleh karena ilu

setiap kehidupan yang utuh, yang memenuhi fungsi kekhalifahan kemanusiaan

yang universal di bumi berpangkar dari kebebasan nurani, yakni kebebasan dari

setiap bentuk pemaksaan sekalipun atas nama kebenaran.

Mengenai prinsip kebebasan ini, Nurcholish berkata :

^ . [:,.rtykpn itu dengan sendirinya mengandung pengertian kebebasan.
Dan logika kebebasan iarah tanggung jawab. seJeorang"aisetut bebas apabila ia
dapat melakukan sesuatu seperti kehendak sendiri atas iirihan serta p€rtimbangan
sendiri

8' Nurcholish Madj id. Masyaralcat Retigius. (lakuta: pararnadina. 1997), 4g4g
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Sehingga orang itu secara logis. dapat dimintai pe(anggungawaban atas apa yang
ia,lakukan. Seseorang yang merakukan sesuatu ka.ena'ierpiksa dengan ,.naiiinnl
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukun fiii 

--"-" "., *

Lebih lanj ut Nurcholish mengutip pendapat S.l. Benn dan R.S. peters dan

buku 71e l>rinciples oJ't'oriticat L'hought socia! L-ountrurions oJ |'he Democracv

State (1995), yang mengatakan bahrva :

Mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindar atau terpaksa
melakukan sesuatu yang ia ke{akan idalah sama'dengan mengatakan bahwa dia
tidak, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindaka-nnya itu.-Karenanya dalam
membicarakan tentang keadaan tak mampu menghindartalam kaitanny; de;t;;
kebebasan dan determinisme, kita seiungguiiyu U"rti"uru ,""tung f.oni"f
pertanggungjawaban. 83

Berpilak dari hal di atas, sesungguhnya musyawarah dalam kerangka

perbedaan pendapat, sepenuhnva menjamin kebebasan baik untuk mengeluarkan

pendapat, untuk memilih atau mengikuti dan mengambil pendapat dari orang lain.

Namun kebebasan yang ditekankan adalah kebebasan yang bertanggungiawab.

Dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip rnusyawarah, tidak ada

"kebenaran mutlak" atau darir mati (yang) tidak bisa ditarvar, yang menentukan

tingkah laku manusia. Dalam musyarvarah dan pembahasannya itu, harus dicoba

dengan tulus oleh setiap peserta adalah mendengar, memahami dan menghargai

pendapat orang lain. Kemudian pada urutannya memberikan pendapat dengan

penuh ketulusan dan rasa hormat kepada pendengar. Dan jika kamu menentang

suatu pendapat, maka tidak hanya menunjukkan sikap dan respek kepada sesama.

82 Nurcholish
Paramadin4 1999), ll7

tt Ibi4 I l7-l 18

Madjid. Cita-cita politik Islam Era Reformasi, {Jakarta
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Hal ini bukan hanya masalah etika dan sopan sanlun, lebih penting lagi sikap

saling hormat menghormati dan penuh p€ngertian kepada sesama. Sikap semacam

ini diperlukan untuk dapat menciprakan mekanisme berpikir vang lebih baik.

Dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.

Nurcholish dalam frame kemanusiaan mempertegas :

, Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa pada konsekwensi bahwa kita
harus melihat sesama manusia secara optimis dan positif a.ngun ,"n.o l.n
prasangka yang.baik- Tali persaudaraan antar sesama akan terbini antara lainjika
masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk yang berakibat pardangan yang
pesimis.dan.negatif pada rnanusia. ee"rdasuitun';;;;;"" tersebut, kita harus
memandang bahrva setiap orang mempunyai hak untuk minyatakan pendapat dan
untuk didengar. Karena keterbukaan adaiah kerendahan haii untuk tid"k .". u
selalu benar, kemudian kesediaan mendengar pendapat orang lain untuk diambil
dan diikuti mana yang terbaik.

Selain menekankan pada kebebasan untuk memilih, Nurcholish juga

menambahkan bahwa adanya kebebasan pribadi harus berstandarkan moraritas

kemanusiaan, yakni tentang kebaikan yang objektii karena prinsip ini

memberikan kita peruang "untuk berteriak" atau "saling berteriak,, mengingatkan

satu sama lain akan apa yang baik dan yang benar. Tetapi teriak yang sehat tidak

semata-mata merupakan "ekspresi kekecewaan,' dalam kebebasan sejati, masing_

masing orang merdeka untuk memilih suatu keinginan yang dijalaninya, sehingga

dimungkinkan tejadinya pola hubungan masyarakat yang bercirikan pertukaran

ide dan informasi. Sehingga dari situ akan diikuti pembagian tugas dalam bentuk

memikul tanggungjawab sosial bersama secara tabah dan sadar.t5

, , i Nurchotish Madjid ,,ltemberdayakan 
masyarakat menu.;u negeri yang adil,terbuka dan demokratis", Dalarn Serial Khuibah Kontemp orcr I, Beragama di Abad Dua

Sbtz, ed. Syaf i Mufid dan Murawar Fuad Noetq (Jakarta : Dzikrul _ fiakfuq iD St,1, i.
s Nurcholis Jr4adjid, Tradisi lslam; peran dan l,-ungsinl,a Dalam pembangunan

Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1997), 16l.
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Berangkat dari hal di atas, maka kebebasan seseorang untuk

mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dari orang lain, adalah suatu

kervajaran. Di sini nampak sekali bahwa sepanjang perbedaan itu masih dalam

standar moral etis musyawarah, masih diperbolehkan. Namun sesungguhnya yang

paling esensial dalam perbedaan tersebut dapat drjadikan rahmal atau

keseimbangan dalam proses menuju mufakat, Nurcholish sendiri mengatakan :

permusyawaratan yang jujur dan sehat dapat membuahkan mufakat yang jujur

pula Dengan begitu prinsip permufakatan ini sebenamya menolak jenis mufakat

yang dicapai melalui rekayasa, manipulasi, dan praktek-praktek 
-vang

sesungguhnya merupakan hasil dari sebuah konspirasi yang jelas-jelas bukan

hanya curang dan cacat, namun juga mengkhianati njlai_nilai dan semangat

demokrasi itu sendiri, dimana perlu adanya pembebasan dari sikap egois yang

sempit.ss

,-^-^^,_l.lTd*n . 
pendapat yang berbeda-beda dari kelompok-kelompok yang

bersarng dengan tajam harus diarahkan pada pemaksimatan partisipasi pohti[
menuju persamaan hak dan kewajiban semua warga negara. Karena itu
kesepakatan konsensus sesungguhnya. merupakan hasilikhir -<lemokrasi. 

bukan
persyaratan proses pol itik demokratis.&

Dari sini nampak sekali bahwa pemaksimalan dari proses musyawarah

kiranya sangat menentukan hasil dari kemufakatan.s? karena penerapan

8n Nurcholish Madjid, Cita-cita politik Istam Era Refom,asi, Op. Cit. 12.

^ _ 
8r lvlengenai kemufakatan ini, Nurcholish menpganbarkan bahrva rnusyal.arah

mufakat sebenamya berangkat dari istilah datam kultii Vin.*g, y*g sesuai dengan
ggpatah : 'bulat arr di pembuluh, bulat kata dalam mufakatii. .fetapi 

rnufakat dalarrMinang bukan berarti konsensus. Mufakat itu berasal d"" k;i; muwataqoh 1.ang beranipersetujuan- Lihat pula; Nurcholish Masyarakat Religius, Op. Cit. 55.

.^^^. -: Nurcholish Madji( Cendekiawan dan Religiusitas, (Jakarta : paramadin4
r999), ss
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Akhirnya dapat kita pahami bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat

dalam musyawarah merupakan wujud dari adanya kebebasan menyatakan

pendapat dan pikiran yang tidak saja diharapkan akan dapat menghasilkan

pengukuhan komitmen bersama, atau mengembangkan dan menemukan

kebenaran yang baru dan progresil, namun juga secara bersama_sama

mendapatkan jalan bagi pelaksanaan komitmen pada kebenaran itu dalam realitas

lingkungan sosial dan fisik yang ada. Sebagai keputusan bersama, hasil proses

pertukaran pikiran dan pendapat itu juga merupakan tanggung jawab bersama_

sama yang harus dilaksanakan dengan sabar dan tawakal. Ini dirasa penling, sebab

usaha merealisasikan cita-cita akan selalu melibatkan dimensi waktu

Menyepakati hal abstrak dari cita-cita itu adalah hal lain, Namun seperti setiap

kemestian yang lain yang ideal, keduanya harus berjalan serempak. Int sekali lagi

mengharuskan adanya keserasian antara kesepakatan dan perbedaan.

B. Musyawarah Dan Egaliterianisme

Egalitarianisme merupakan doktrin yang percaya bahwa semua orang

ditakdirkan sama derajatnya, atau asas pendirian yang mempercayai bahwa

golongan-golongan sosial yang berbeda memiliki bermacam-macam anggota yang

berada dalam porsi yang sama.t'Dala. Islam sendiri mengenai ajaran persamaan

melalui Al-Qur'an telah disinggung sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Hujurat

ayat 13

8e 
Peter Salirn dan yeni sarirn, Karrrls rJaha.sa lru.ronesia Konlenvorer, (Jakarta

Modem English Press, l99l),376.
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Namun yang terpenting dari nilai persamaan pada dasamya adalah refleksi dari

Tauhid sebagai inti dari ajaran Islam. Tauhid secara eksptisit mengandung

gagasan universal tentang persamaan dan kesatuan kemanusiaan dalam kerangka

kesatuan KeTuhanan. Di antara refleksi tauhid sebagai inti dari ajaran Isram

tersebut yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat adalah terwujudnya

prinsip Egaliter dalam kegiatan politik. prinsip ini baru dapat dijalankan bila teori-

teori tentang keunggulan ras, suku bangsa dan keturunan dinyatakan bertentangan

secara mutlak dengan ajaran Islam.eo

Dalam salah satu penjabarannya, egalitarianisme menampilkan diri dalam

bentuk tekanan pada persamaan kesempatan, di samping persamaan hak dan

kewajiban. Nurcholish dalam bukunya sehubungan dengan prinsip egalitarian

mengatakan : "Bentuk nyata dan terpenting dari persamaan umat manusia

(egalitarianism) itu adalah pinsip L,quality Membership, keanggotaan yang sama,

tanpa diskriminasi daram masyarakat". er Selanjutnya Nurcholish menyitir

pendapat T.H. Marshalt yang menjelaskan bahwa prinsip persamaan atau

egalitarianism itu memiliki figa komponen primer, yakni komponen

kewarganegaraan (civil), politik dan sosial. Komponen pertama metiputi jaminan

tentang apa yang disebut hak_hak alani (Natural Right) yang oleh John Lock

dirumuskan sebagai "kehidupan, kebebasan dan kepemitikan,,.

]t- 1 SVan'i Ma,ari\ peta Bumi lntetelektualisme Islam lndonesia, (Bandung
Mizan, 1993),206.

er Nurcholish Madj id, Tradisi lslan,Op. Cit. 213
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Komponen kedua, yakni politik warga negara, berfokus pada pelaksanaan

pemilihan yang demokratis. Sedangkan komponen ketiga yaitu sosial yang

merupakan hal yang paling penting dan fundamental, yaitu suatu bentuk

persamaan kondisi sosial sebagai salah satu aspek wujud dari keadilan sosial.e2

Jadi dimensi egalitarian pada dasamya menyangkut berbagai hal. Namun

dalam konteks kemasyarakatan, prinsip ini mempunyai tiga komponen dasar yang

sangat penting, yakni persamaan dalam bidang kewarganegaraan, polifik dan

sosial

Berkait dengan musyawarah, sesungguhnya Nurcholish secara lebar

memual bangunan pemikiran mengenai keterkaitan antara nirai-nilai iman dengan

demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan-kehidupan atas dasar kemanusiaan

(yang sering dilerjemahkan dengan ,,kehendak 
bersama,,). Menurutnya :

Fitrah manusia untuk selalu benar melahirkan adanya jaminan hak untukmenyatakan pendapat. Tapi karena unsur kelemahan ,uLituinyu, rn.k; ;;;orang dituntut untuk rendah diri ager dapat melihat kemungkinan dirrnyu .uiu[dan mendengarkan pendapat orang luin. bua hal irrf"f, fung melahirkan prinsip
musyawarah yang bermakna saling memberi isya.at tentarg yang baik dan benar
'ntuk semua orang. Oleh karenanyi pnnsip permusyu*u.r,un ini akan rusak oleh

::51t-.}1:t:ll::,1 g1l keiiqinan mendomi'nasi *".u* lur.nu tidak ada perasaan
cuKup narr untuk kemungkr-nan orang lain berada di pihak yang lebih tuit au,benar' Musyawarah yang benar yailu yung ,.luJi Ii^ a".u, kebebasan dantanggung jawab kemanusiaan, yang merupakan- dasar tatanan masyarakat dannegara demokratis. Maka demokrasi yang iikehendaki oieh logika .r.y"**titu sendiri senantiasa menuntut au"-.nu'.ing-rrri*-0,,*O yang bersangkutanuntuk sedia dengan tulus bertemu aalam fitll p".ru,iuir.-r"6dtin uugi i";u;bagi semangar memberi dan mengambil 'y"d ;U;*ri oleh pandangan
kemanusiaan yang optimis dan posi"tif, or"d 

-r,ir.nu'nyu 
demokrasi denganmusvarvarah vang benar bagr Iandasannya itu tidak akan ten,vuiud rannepandangan persamaan manusia atau egalitarianirrn. yurg t*iii 

lrr rruruv 
'arrPd

" Ibid.

er Nurchotish Madjidn Cia-cita politik Islam Era Refornasi, Op. Cit. l9l
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Di dalam proses musvawarah diperlukan adanya kesadara n tentang etika,

yaitu bahwa setiap peserta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu

setiap orang diharapkan mempunyai sikap rendah hati secukupnva untuk merihat

dirinya berpeluang salah dan orang lain berpeluang benar. Ini berarti bahwa

seorang atau suatu kelompok tidak boleh bersikap serba mutlak daram tuntutan

pelaksanaan suatu ide yang mereka anggap baik, melainkan harus belajar

menerima pelaksanaan sebagian daripadanya, tanpa menuntut semua kepentingan

terwuj ud (Perfeksionisme).e1

Di sinilah letak adanya keharusan bagi setiap orang untuk berpegang pada

prinsip persamaan dengan memandang orang lain sama yang ditunjukkan dalam

musyawarah. Karenanya, diperlukan usaha untuk memegang etika musyawarah

yaitu musyawarah dalam semangat tukar pikiran demi kebaikan bersama, bukan

demi sekedar memenangkan suatu kelompok dan mengalahkan kelompok lain atas

dasar prasangka, takut semata-mata hanya karena nafsu unggul saja. Dengan

demikian suatu tertib sosial akan terwuj ud dan terpelihara. Kesetiaan pada etika

dan aturan main juga berarti perlindungan untuk kelompok-kelompok kecil yang

tak berdaya (namun tidak berarti seralu salah) terhadap kerompok besar yang kuat

(tetapi tidak selalu benar).

Terlepas dari kalah atau menangnya suatu kelompok, dalam suafu proses

pengambilan keputusan mufakat itu, musyawarah yang memerlukan sikap dasar

keterbukaan, penuh pengertian dan toleransi pada orang lain, memerlukan adanya

rahmat Tuhan kepada seseorang untuk dapat melaksanakan musyawarah dengan

ea Nurcholis Madjid Tradisi lslan. Op. Cit.226
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baik Atau dari sudut rain. tanpa adanya rahmat- masyarakat akan kesulitan

melakukan musyawarah yang mengakui hak orang lain untuk berpartisipasi dalam

mengambil keputusan kepentingan bersama.es Karena dengan rahmat Allah

tersebut orang yang beriman kepada_Nya akan memandang dirinya sendiri sama

dengan orang lain, berpotensi yang sama untuk benar dan salah. Datam bahasa

modern seorang yang beriman tidak akan menjadi diktator, tirani dan sebagainya,

melainkan menjadikan ia seorang yang demokratis dan egaliter.

Sehubungan dengan hal di atas, Nurcholish mempertegas dengan

mengatakan :

.. Oleh karenanya paham persamaan manusia itu menghendaki tidak
terjadinya sikap ororiter ses:gralg dalam kehidupan sosial. fljut seorungorn
dibenarkan memutlakkan diri dari ;penemuan"nya 

akan suatu kebenaran, seolah-
olah berlaku sekali untuk seramanya, karena hal itu akan berakhir dengan iindakan
menyaingi Tuhan. Sebaliknya, masalah-masalah antar manusia diselesaikan
bersama melalui proses Take and Give, mendengar dan mengemukakan oendanat
yaitu proses musyawarah, konsultasi dan bukanriya p"nal*rut?.un.i;

Di sinilah sebenamya dapat diambil hikmah bahwa sesungguhnya

egalitarian atau paham persamaan sangat penting dalam suatu musyawarah untuk

mufakat, baik persamaan dalam hak maupun kewajiban. Karena dari sinilah akan

muncul benih-benih keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Murthada Al_

Munthahari, seorang pemikir muslim zaman modem yang mengatakan bahwa

musyawarah, persamaan (egalite) merupakan perwujudan dari makna keadilan.

e5 Nurcholish Madjid, lslam Agama Kemanusiaon
Bant lslam Indonesia, (Jakarta : paramadin4 lg95),127.

Membongun Tradisi dan L'isi

, ^^_. -'j^N*"holish Madjid, lslam Kemodernan don Kelndonesiaan, @andung1987), ls8. N4 izan.
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Salah satu maksud bahwa seseorang rerah bertindak adir ialah jika

memperlakukan orang secara sama. persamaan di sini bukan pada perlakuan yang

mutlak sama terhadap semua orang tanpa memperhatikan diferensiasi

kemampuan, tugas dan fungsi di antara seseorang dengan orang lain, namun

persamaan di sini mengandung unsur perlakuan yang sama kepada orang yang

mempunyai hak dan kewajiban yang sama.rT

C. Musyawarah Dan pluralisme

Paham kemajernukan masyarakat atau yang lebih populer dengan istilah

Plurulisme adalah merupakan bag'ian yang amat penting dari tatanan masyarakat

maju. Karena dalam paham itulah dipe(aruhkan antara rain sehatnya demokrasi

dan keadilan. Pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia

mengakui hak kelompok lain untuk ada, tetapi j uga mengandung makna kesediaan

berlaku adil untuk kelompok rain atas dasar perdamaian dan sar'ing menghormati,

sebagaimana diisyaratkan daram Ar-eur'an : "Allah tiada melarang kamu untuk

berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu

karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu,,.e8

Pluralisme sendiri merupakan sifat alamiah manusia yang berbeda sesuai

dengan Sunatullah.e' Maka sangat logis jika ajaran Allah tentang persaudaraan

berdasarkan iman diberikan dalam kerangka pluralitas (kemajemukan).

e7 Nurcholish Madjid, l;;lctnr Doktin dan pr.traclaban, Op.Cit. 5 t5

"8 Al-qur'an Sural Al-Mtrnthunurh . 
t1

" Lihat Q.S. .. Al-Hujurat :9 - 13.
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Adalah Nurcholish yang telah memberikan uraian menarik tentang pluralitas

masyarakat. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan

masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama, vang

j ustru akan menggambarkan fragmentasi, bukan pluralisme. pluralisme juga tidak

boleh dipahami sebagai ,'Kebaikan 
Negatif, yang hanya ditilik dari kegunaannva

menyingkirkan fanatisme. pluralisme harus dipahami sebagai ',pertalian sejati

kebhinekaan dalam ikatan peradaban"_rtu

Berkait dengan pluralisme ini, Nurcholish berkata .

. Bukan.saja kemajemukan atau pruraritas itu tidak merupakan keunikansuatu masyarakat atau banssa tertentu. i)alam kitab suci terdapat p"tr"jr[ r;;;tegas bahwa kema.lemukanltu adalah kepastian aat arrar,.I-a,ala. oleh karena itu
-vang diharapkan dan setiap warga masyirakat adalah menenma kemajemukan itusebagaimana adanya dan menrmbuhkan siLap b"ryrma 

-vang 
sehat dalam rangkakernajemukan itu sendiri. Sikap sehat itu iaratr sal i nf menggunakan segi kerebihanmasing-masing untuk secara maksimal ,"tinj ,"iOorong dalam usahamewujudkan berbagai kebaikan (Al-ICrairar) aatam"masyarutai i8r --'*"'

oleh karena itu pluralitas itu memang tidak menyangkut masalah-masalah seperti

keimanan disebabkan oleh perbedaan latar belakang masing_masing seperti

pribadi atau kelompok umat itu sejak dari dahulu, misalnya tidak mungkin

mengingkan adanya sisa-sisa primordial yang kurang baik, seperti faktor

keturunan, kesukuan, kedaerahan dan sosial budaya.

Musyawarah, pada hakekatnya adalah interaksi positif antar individu atau

kelompok dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan

pendapat dan saling mengakui kervajiban untuk mendengarkannya.

), ;l** '*" 
, Civil sociery versus Masyarakat Madani, (

r0t Nrucholish Madjid,lslan Doktrin ddn peradobon,Op. Cit. 153
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Tegaknya nilai hubungan sosial seperti itu akan terwujud jika terdapat toreransi

dan kesadaran pluralisme dalam masyarakat. Sikap penuh pengertian dan

kesadaran kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk,

yaitu masyarakat yang tidak monolitik, apalagi sesungguhnya kemajemukan

masyarakat sudah merupakan ketentuan Tuhan. Jadi tidak terdapat istirah

monolitik, tunggal, sama dan sebangun dalam berbagai segi di dalam suatu

mas_yarakat.l02

Adanya korelasi positif antara rahmat Allah dengan sikap penuh

pengertian dalam musyawarah dalam masyarakat majemuk atau plural itu

ditegaskan dalam surat Al-Hud ,,Jikatau 'l'uhan menghentlaki, tentu ia

menjadikan manusia umat yang sutu, tetapi mereku senantiasa berselisih

pendaput, kecuali orang-orung yang diberi rahmat oleh -fuhanmu, I)an karena

itulah Allah menciptakan manusia,,.t0l Dari firman suci tersebut jika kita

renungkan, maka dapat diperoleh beberapa penega$n, yaitu (l) pluralitas atau

kemajemukan masyarakat sudah merupakan kehendak dan keputusan Illahi, (2)

Pluralitas membuat manusia senantiasa berselisih pendapat dengan sesamanya, (3)

Namun yang paling mendapat rahmat akan bersikap pengertian, lemah lembut dan

rendah hati kepada sesamanya, dan (4) persetujuan masyarakat majemuk karena

adanya rahmat yang ditegaskan sebagai kenyataan diciptakannya manusia.roa

'nt q.S.: l/-Fl2.1: l l8-l 19

'e Nurcholish Ma-dj id, Islam Agama Kemanusiaon,Op. Cit. 196-197

Ior Nucholish Madjid Cendekiav,an dan Religiu.ritas Masyorakat,Op. Cit. 109.
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Dalam Islam, persoalan pluralisme merupakan aplikasi dari p€nyelesaian

persoalan yang berkart dengan kemasyarakatan. Berkenan dengan hal ini, wuj ud

dari cermin masyarakat Madani adalah musl,awarah_r0i Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Hasan Kamali, bahrva ketika pemerintahan Islam telah mapan

di Madinah, musyawarah disampaikan daram bentuk pemerintahan eur,ani. Har

ini merupakan landasan tekstual musyawarah sebagai suatu prinsip pemerintahan

Islam.lft

Musyawarah sebagaimana yang diungkapkan dalam bab sebelumnya,

merupakan prinsip kehidupan sosiar politik yang mendasarkan motivasi teorogis

untuk penerimaan paham demokratis vang menuntut adanya keterbukaan dan

sikap pengertian pada orang lain. Mengacu pada suatu kondisi masyarakat plural,

sikap penuh pengertian kepada individu rain ini diperlukan agar masyarakat atau

rakyat tidak menjadi monolitik. Musyarvarah antar sesama warga masyarakat atau

warga negara merupakan bagian dari gambaran daram Al-Qur'an tentang hakekat

kaum beriman. Maka renungan rebih lanjut tentang har ini dapat mengaitkan akan

adanya kedaulatan rakyat. 107

, .105 Berkenaan dengan Masyarakat Madani warisan Nabi adalah masyarakat
rnadani yang dicita-citakan Nurcholish- yane bercirikan Egariter. penghargaan terhadaporang berdasarkan prestasi, (bukaa prestiie seperti keirrunan-' t".rt,Ln, .* a iketerbukaan partisipasi seruruh anggota masl'arakai dan penentuan kepeminpinan meraluipemilihan. Lihat juga; Nurcholistr, Cita-cito politik Islair, Op. Crt. 70.

.^^- : \{. f{asen l{;rrnaJi, Kebebasan Berpendapat dalant lslam,(Bandung : Mizan,1996),62

r07 Nurcholish Madj id, Islam Agama Kemdnusiaon,Op.Cit. l9g.
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_ ,Maka apapun yang diberikan kepadamu, hanyalah kesenangan di dunia ini.
Tapi ada pada Allah , lebih baik- bagi mereka yang tawakar kepada Tuhan mereka,
dan bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan jika
mereka marah tetap mampu memberi maaf, dan bagi mereka yurg rn.n".i*u
dengan baik seruan Tuhan mereka, lagi pula mene-gakkan sholat dan urusan
sesama mereka adalah musyarvarah sesama bagi mereka dan mendarmakan
sebagian dari rizqi Kami anugerahkan kepada m-ereka_ Dan bagi mereka yang
tertimpa kedzali6un, mereka membela diri.

. Balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan setimpal, tetapi barang
siapa maaf dan berdamai maka pahala ada pada Allah. Sesungguhnya Dia tida[
suka kepada orang dzalim, maka tidak ada jalan (untuk mJnimpa kesalahan)
terhadap mereka.

. Jalan (menimpa kesalahan) hanyalah ada pada orang yang berlaku rtzalim
kepada sesama manusia, dan bertindak melanggar di buii taipa alasan yang
benar (otoriter) maka itulah yang bakal mendapaitb

^_^..^ITyn 
Oarang siapa sabar dan memberi maaf, maka itulah perbuatan yanu

amat terpujl. " "

Oleh karenanya, dapat kita pahami bahwa apa yang dimaksud ,,kedaulatan

rakyat" yang diisyaratkan oleh Al-eur'an tidak lain adalah hak dan kewajiban

manusia melalui pribadi masing-masing anggota masyarakat, untuk berpartisipasi

dan mengambil bagian dalam proses menentukan kehidupan bersama, terutama di

bidang politik atau sistem mengatur kekuasaan masyarakat itu.roe

Dengan demikian, musyawarah merupakan aplikaasi dari iman yang

menuntut penyelesaian agar setiap perkara atau masalah yang menyangkut antar

manusia diselesaikan melalui musyawarah yang dengan sendirinya adalah suatu

proses timbal balik (reciprocal) antara peserta dengan hak dan kewajiban yang

sama. Dalam proses inilah manusia tidak akan dapat mengelakkan adanya

kemajemukan dalam masyarakat. Namun Islam sarat dengan etika, mengajarkan

landasan kebebasan dan toleransi dalam proses musyarvarah.

ro8 q.S. lsgarra : 36 - 43.

rB Nurcholish Madj id, tslam Agama Kemanusiaan,Op.Cit. 199
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Dan di sinilah letak pentingnya ajaran pluralisme dalam Islam. Karena ciri utama

pluralisme dan toleransi adalah gambaran kebebasan jiwa seseorang, keluwesan

sikap dan pembarvaannya, lapang dada dan sabar dalam menghadapi pendapat

orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat kita secarajujur dan terbuka.

D. Musyawarah Dan Demokrasi

Dalam membicarakan kaitan antara iman kepada Allah, Tuhan yang Maha

Esa dan usaha mewujudkan masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis.

Pertanyaan mendasar yang mura-mula muncul adarah apakah terdapat korelasi

antara iman dan bentuk tatanan masyarakat tertentu. Atau dalam bahasa yang

sederhana benarkah iman menuntut konsekwensi usaha mewuj udkan pola

kehidupan sosial politik tertentu yang sejalan dengan makna Islam sendiri ?.

Orang muslim, seperti juga komunitas lainnya biasa memandang masa

lampaunya dalam lukisan idear atau diidearisasikan. Tetapi barangkari berbeda

dengan komunitas [ain, kaum muslim di zaman modem biasa melihat banyak

dukungan historis untuk memandang masa lampau mereka dengan kekaguman,

khususnya pada masa lampau yang dalam literatur keagamaan Islam sering

disebut dengan istilah "masa salaf' (krasik) arau disebut masa ,'Al-Shadr Al

Awwal" (inti pertama) yang terdiri dari selain masa Nabi Muhammad sAw di

Madinah, juga masa sahabat Nabi dan para tabi'in. Ir0

Dalam pandangan Robert N. Bellah, seorang sosiologi agama terkemuka,

bahwa pada masa ini merupakan lukisan masyarakat yang sangat modern.

rr0 Nurcholish Madjid., l;;tam l)oktrin tlan I'eroclaban, Op.Cit. ll2.
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... ... ... .tidak diragukan bahwa di bawah pimpinan Nabi Muharnmad,
masyarakat Arab telah membuat lompatan ke depan luar biasa dalam
kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika stru}Iur yang mulai telah
terbentuk di bawah pimpinan Nabi kemudian dikembangkan oleh para khalifah
pertama untuk menvediakan dasar penyusunan imperium dunia, hasilnya ialah
suatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa modem. Ia modem dalam tinskat
komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi yang diharapkan dari seirua
lapisan anggota masyarakat. [a modern dalam hal keterbukaan posisi
kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinirai menurut ukuran universai, dan
dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan puncak yang iidak
bersifat warisan. Meskipun pada saat pennulaan beberapa kendala tertentu muncul
untuk menghalangr komunitas muslim untuk mewujudkan prinsipprinsip
tersebut, komunitas itu berhasil untuk mewujudkannya, cukup dekai dengan
qenVaj 1an 

suatu contoh bangunan komunitas nasional modem, yang lebih b-aik
daripada yang bisa dibayangkan. I I I

Uraian di atas menggambarkan bahrva masyarakat "salaf, pada zaman

Rasulullah dan sahabat serta tabi'in adalah masyarakat egaliter, partisipatif yang

menggambarkan masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis seperti konsep

sosial politik modem. Sifat yang egaliter, padsipatil itu telah nampak dari

ketauladanan Nabi melalui prinsip musyawarah.

Dalam ajaran Islam tentang keimanan, terdapat prinsipprinsip keadilan

yang terkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi dalam semangat toleransi.

M. Asad menggambarkan bahwa sikap menengahi yang bermakna keseimbangan

itu penting guna melandasi tugas-tugas seorang mukmin untuk menjadi saksi atas

umat sekalian. Sebab dengan sikap keseimbangan tersebut kesaksian dapat

diambil dengan adil.r 12

rrrlbid. l14.

r'2 lbid. I 16.
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Dalam Islam, selain terdapat tentang keadilan juga terdapat ajaran tentang

sikap keterbukaan yang akan membentuk sikap kesediaan yang tulus untuk

menghargai pendapat dan pikiran orang lain,vang otentik. Dari sini kiranya jelas,

prinsipprinsip keadilan dan keterbukaan saling terkait, karena keduanya

merupakan konsistensi lman dari dimensi kemanusiaan dan terlihat pula

keterkaitan antara nilai-nilai tersebut dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan

kehidupan atas dasar kemanusiaan yaitu kehendak bersama.

Nurcholish Madj id dalam hal ini menghubungkan antara musyawarah dan

demokrasi sebagai berikut :

Konsep musyawarah selalu menjadi tema penting di dalam perbincangan
lentans politik dernokrasi, dan terutama tidak bisa dipisahkan dari politik Islirn
Musyawarah merupakan perintah ruhan yang rangsung diberikan iepada Nabi
M.uhatrmad SAW sebagai tauladan unluk umat. bengan definisi musyawarah
adalah. suatu proses pengambilan keputusan dalam 

-masyarakat 
menyangkut

kepentingan bersama. Sedang mufakat adalah tedadinya peisetujuan atas siatu
keputusan yang diambil melalui musyawarah. 

-Musyawarah 
juga merupakan

gambaran lentang bagaimana kaum beriman menjelasian urusan sosial mereka.
Karena itu lebih baik sekali negara kita menetapkin prinsip musyawarah ini zuna
mencapai mufakat sebagai cara pemecahan masalah kemasyarakaian. I rl

Demokrasi menganut anggapan dasar bahtra musyauarah, tukar pikiran,

diskusi dan saling bicara di antara orang yang berkebebasan dan berpengetahuan

cukup serta tunduk kepada etika musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai

keputusan dalam bidang apapun. Sebab hanya meralui musyawarah ini sama

dengan adigum Arab "ra'su Al-Hikmah Al-Man.syurah,', pangkal kebijaksanaan

adalah musyarvarah.

rrr Nurcholish Madlid, Mosyarakot )?eligitrs. Op.Cit. 57
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Dengan semangat saling menghormati yang tulus dan saling menghargai yang

sejati adalah pangkal adanya pergaulan kemanusiaan daram sistem sosiat poritik

yang demokratis. Semangat itu dengan sendirinva menuntut toleransi, tenggang

rasa dan keserasian hubungan sosial. Semangat itu adalah kelanjutan wajar dan

perwujudan logis dari pengertian dasar bahrva setiap pribadl' seraru mempunyai

kemungkinan untuk salah dan benar, karenanya manusia berhak mengajukan

pendapat dan mendengarkan gagasan orang lain yang penuh hikmah.lra

Dalam hal adanya pergaulan sosial dan partisipasi politik bagi setiap

warga masyarakat atau negara ini, Nurcholish Madjid mengemukakan ,,dalam

sebuah pemerintahan proses demokratisasi itu tidak akan bedalan lancar dan baik

tanpa dukungan kesadaran oleh sebagian besar rvarga negara yang terdiri dari

kaum muslim dalam hak dan kervajiban sosial politik mereka.r15

Dalam sejarah Isram sendiri partisipasi sosiar poritik telah diteradankan

oleh Nabi di Madinah dengan wuj ud ajaran musyawarah sebagaimana gambaran

ideal dalam kitab suci tentang masyarakat kaum beriman.t'u yarg oreh yusuf Ali

dikomentari sebagaimana dikutip Nurcholish sebagai berikut :

Musyawarah adalah kata 
_kunci dari Surat As_Syura ini dan menunjukkan

::l?_'!::l llne !*. glte-gu.tr o]etr seorang yans baik ialam berbagai **unryu,
sehrngga dan satu pihak lain kiranya ia tidak dengan mudah 

-meninggalkan

tanggungjawab yang dibebankan atas dirinva.

Ita Nurcholish Madj id. tslant Kemodernan dan kelndonesiaan, Op.Cit. 5g _ 59

f 15 Nurcholis Madj id, hlan Dokrrin dan peradaban,Op.Cit. 55S.

ll6 q.S. ,4s-s;arra: 38.
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Sebagai pribadi yang perkembangann),a diperhatikan dalam pandangan
Tuhan... . ... .. . konsep ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi dalam kehidupan
beliau, baik pribadi ataupun umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa
Islam masa arval- Pemerintahan perwakilan modern adalah percobaan vang tidak
bisa disebut serrpurna. Untuk melaksanakan prinsip ini dalam urusan negara. "'

Selain hal di a1as, demokrasi juga menganut pandangan dasar bahrva jenis

hubungan antara sesama warga dan masyarakat adalah persahabatan, sebab

persahabatan antara orang-orang dari kedudukan dan kemampunn yang beraneka

ragam akan memperluas pengertian, dan dengan begitu dapat memperkuat

"kemauan" ikalan sosial. Jika prinsip penerapan persamaan dan melaksanakannya

adalah cara terbaik untuk meraih kebaikan bersama, maka hubungan pergaulan

antara orang-orang bersangkutan tersebut mendapatkan jalan.ll* Ilal ini sarna

artinya dengan keberadaan dan kepentingan musyawarah terhadap paham

pluralisme dan egalitarian. Karena i1u demokrasi hidup dalam kesepakatan dan

akan masih bertahan selama jalan ke arah pencapaian kesepakatan itu masih ada.

Prinsip musyawarah yang membentuk inti ajaran tentang adanya hak

setiap rvarga negara untuk memilih dan menyatakan pendapat, pikiran serta

kewajiban setiap warga negara untuk mendengar pendapat orang lain, merupakan

dasar teologis untuk penerimaan paham demokrasi. Tujuan demokrasi antara lain

adalah membentuk sebuah sistem yang aspiratif terhadap hak-hak dasar manusia

sebagai makhluk hidup, baik sebagai individu ataupun anggota kelompok sosial

yang berdaulat dan bermartabat.

ll7 Yusuf Ali, "The Holy Qur'an Text; Translation and Commentary".
sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, Islam Dohnn dan Peradaban, Op.Cit. 55S.

I r8 Nurcholish Madjid, T radisi ls/an, Op.Cit. 225 - 226

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



Tujuan hakiki lersebut pada dasamya tidak terlepas dari prinsip dasar dernokrasi

yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek persamaan dan kebebasan yang

merupakan manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal ini [slam secara substansial membarva spirit atau nilai-nilai

demokrasi yang sejak kelahirannya telah memperjuangkan fitrah manusia dengan

dilandasi oleh nilai Tauhid sebagai implementasi dari sikap hanya memutlakkan

A'llah semata. Prinsip penerimaan Tauhid ini oleh Nurcholish, dikaitkaan dengan

sikap penolakan l'hagut (tirani, diktator) yang akan menjadi musuh masyarakat

disebabkan dorongan pada dirinya yang be(indak sewenang-wenang karena

merasa paling benar. ""

Oleh karena itu dalam sistem dernokrasi, rnutlak diperlukan p€ngawasan

(check) karena ia merupakan sislem yang terbuka untuk semua p€ran serta

(partisipasi) dan tidak dibenarkan sama sekali diserahkan pada keinginan pribadi

atau kebijaksanaannya betapapun arifnya orang itu. Dan pengimbangan (balance)

karena sistem masyarakat dapat dikatakan demokratis jika terbuka kesempatan

bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi apapun dan

bagaimanapun caranya. Dan tidak dibenarkan adanya unsur sebagian

mendominasi.

Di sini akhirnya dapat ditegaskan, bahwa masyarakat demokratis dapat

tenvujud dalam sistem pemerintahan apabila dalam sistem tersebut terdapat

jarninan hak-hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan adanya

kesadaran untuk menghargai orang atau kelompok lain dalam suasana

rre Nurcholish Madjid. Cendekax,an tlon Religiusitas Masyarakot,Op.Cit. l0g.

75
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keterbukaan dan kebebasan. Hal ini sarna halnya dengan prinsip-prinsip

rnusyawarah yang sarat dengan nilai egalitarian dan pluralisme.
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I}AB V

PENI.ITT]I'

A. Kesimpulan

l. Syura atau musyawarah adalah salah satu prinsip penting pemerintahan yang

dijelaskan dalam Al-Qur'an. Penge(ian musyawarah sendiri merupakan sualu

proses pembahasan dari masalah yang rnenyangkut kehidupan sosial - politik,

dengan tujuan mencapai kemufakatan yang didasari oleh nilai kebebasan

dalam Islam. Musyawarah dalam lslam tidak dikonstitusionalkan secara jelas 
,

tentang bagaimana ia dijalankan. Namun lslam merupakan agama yang penuh

etika yang mencakup seluruh sendi kehidupan. Jadi hikmah dari ketiadaan

konstitusi itu merupakan adanya sifat fleksibel dari ajaran musyawarah yang

ditetapkan dengan kondisi masing-masing.

2. Nurcholish Madjid yang sarat dengan ide-ide cemerlang secara teologis

membuat bangunan teontis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai

iman dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar

kemanusiaan ( yang sering diterjemahkan dengan "kehendak bersama"). Itu

artinya iman kepada Allah menuntut agar segala sesuatu yang menyangkut

sesama manusia diselesaikan melalui musyawarah-partisipasi, suatu proses

timbal balik antarpeserta dengan hak dan kewajiban yang sama. Lebih lanjur

Nurcholish memandang bahwa musyawarah sebagai sendi sosial politik yang

dipilih sebagai tatanan sosial politik memiliki dasar pembenaran transidental,
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sekurang-kurangnya dalam ajaran Al-Qur'an. Namun agar tidak terjerembab

ke dalarn pengertian yang serba menggampangkan, musyawarah harus

dipahami kembali dalam rangkaiannya dengan ajaran Islam tentang ajaran

kemanusiaan yang primordial. Karena itu musyawarah bukanlah sekedar

prosedur yang baik saja tetapi juga mengandung dalam dirinya kerangka

pembenarannya sendiri yang berkait dengan makna dan tuj uan hidup manusia

sebagai makhluk sosial-politik, yaitu mencapai Ridlo Tuhan. pemahaman dan

pelaksanaan prinsip musyawarah yang hanya menghasilkan ,,kebaikan

negatif'(hanya tidak fanatik, tolemn dan terbuka saja) tanpa dilandasi etika

moral religrus hanya akan berujung pada pengulangan pada jalan yang

mengarah pada dernokrasi Barat.

3. Dalam anggapan penulis, ide tentang prinsip musyawarah dalam politik Islam

ditekankan Nurcholish Madiid lebih bercermin pada praktek politik Nabi di

Madinah yang menjalankan pemerintahannya dengan berpedoman pada

piagam Madinah.

B. Saran-Saran

Musyawarah yang diajarkan dalam Islam adalah yang penuh dengan nilai

etika tentang toleransi, keterbukaan, tenggang rasa dan sikap penuh pengertian

yang hormat kepada orang atau kelompok lain. tni semua memerlukan kesabaran

dan ketabahan, karena acap kali berarti harus menekan keinginan diri sendiri. Juga

diperlukan ketabahan dan kesabaran untuk melihat bahwa suatu usaha perbaikan

masyarakat termasuk pembangunan bangsa bukanlah sesuatu yang akan rampung

Over night, melainkan mungkin tnenuntut tenggang waktu dan masa yang lebih
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panjang dari umur kita sebagai pribadi. Jadi menrerlukan kesanggupan melihat

jauh ke depan dengan penuh harapan dan Ridlo serta perkenan Tuhan yang Maha

Esa. Oleh karenanya kila semua harus senantiasa memelihara taqwa kita kepada

Allah, menjaga komitmen kita setulus-tulusnya kepada tuj uan akhir hidup kita,

dan masing-masing pribadi kita harus memandang jauh ke depan dan setiap orang

hendaknya memperhhatkan apa yang ia siapkan untuk hari esok.

Akhirnya, Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagr penulis

khususnya dan bagi khalayak di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan

um umnya.
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